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KEMENDAGRI. SOP Satpol PP. Kode Etik.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja serta dalam rangka penyempurnaan
terhadap standar operasional prosedur penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya,
yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama
kepala daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP
adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah
Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam
penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan
masyarakat.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang
selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk
tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan
Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.

Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan
Panca Wira Satya Pol PP.

Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI
adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawab
untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan
internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
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Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol
PP.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

BAB II
SOP SATPOL PP

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu
kepada SOP Satpol PP.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 3
Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada
dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang
meliputi:
a. SOP penegakan Perda; dan
b. SOP penegakan Perkada.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP
yang meliputi:
SOP deteksi dan cegah dini;
SOP pembinaan dan penyuluhan;
SOP patroli;
SOP pengamanan;
SOP pengawalan;
SOP penertiban; dan
g.  SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

moa0 o

Pasal 4

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota diatur dengan Perkada  yang
berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
memuat standar operasional prosedur pendukung sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing
daerah.

BAB III
KODE ETIK POL PP

Pasal 5
Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai
tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.
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Pasal 6

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;

b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol
PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

c. mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan

d. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif
dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas,
dan kinerja Pol PP.

Pasal 7
Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol
PP.

Pasal 8

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, yaitu:

a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. setia kepada Pemerintahan yang sah;

c. perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa;

d. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai
budaya; dan

e. patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:
a. etika kepribadian;
b. etika berorganisasi;
c. etika bermasyarakat; dan
d. etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 10
Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a meliputi:
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menjunjung  tinggi hak  asasi manusia dan
nondiskriminasi;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan;

d. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

e. bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan
tanggung jawab;

f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

h. berpakaian rapi dan sopan;

i. tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau

menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;



2023, No.800

tidak menganut dan menyebarkan agama dan
kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;

tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk
mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya,;
tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng
citra dan martabat Satpol PP;

tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau
non virtual yang dilarang peraturan perundang-
undangan;

tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten
pornografi dan berita bohong/hoaks;

menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri
maupun orang lain; dan

tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara
berlebihan.

Pasal 11

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b meliputi:

a.

bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan;

menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi
di atas kepentingan pribadi atau golongan;

menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak
memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak
benar;

menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam
berorganisasi,

mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah,
dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat;

menyampaikan  keluhan atau pengaduan yang
berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
kondusif;

bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = serta
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

menjunjung tinggi motto praja wibawa;

tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme,
dan/atau gratifikasi;

menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol
PP dan institusi terkait;

melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya,;
tidak menyalahgunakan kewenangan dalam
melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan
pungutan liar saat melakukan operasi;

melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan
dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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O.

tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 12

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ meliputi:

a.

b.

C.
d.

menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram
bagi masyarakat;

menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat
istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan,;

melaksanakan tugas dengan = berorientasi pada
diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan tetap
mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas, dan
tidak menggunakan kekerasan;

tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan
operasi;

tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan

tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil
dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.

Pasal 13

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d meliputi:

a.

b.

turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia;

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;
menghormati dan  menjunjung  tinggi  toleransi
keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai
budaya di Indonesia;

menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan
wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau
mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk menentang pemerintahan yang sah.

BAB IV
PTI DAN MKE POL PP

Pasal 14

Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP
dibantu oleh PTI dan MKE Pol PP.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kesatu
PTI

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 15
Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal
dan penegakan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP
dibantu oleh PTI.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Pejabat Pengawas/JFT Pol PP Ahli Muda/PPNS pangkat
tertinggi selaku komandan dan JFU/JFT pangkat
tertinggi dibawah komandan selaku wakil komandan.
Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan JFU/JFT paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Pol PP.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mempunyai syarat:
a. PNS pada Satpol PP;
b. disiplin;
c. beretika; dan
d. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a. membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan,
pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;

b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas
dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara
pemeriksaan;

c. membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan
pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP kepada kepala Satpol PP;

d. melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap
pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik
Pol PP; dan

e. tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PTI berwenang melakukan pembinaan,

pengawasan, pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar
Kode Etik Pol PP.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PTI
tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan
penahanan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan oleh
kepala Satpol PP.
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Bagian Kedua
MKE

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17

(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya membentuk MKE Pol PP provinsi dan
MKE Pol PP kabupaten/kota.

(2) Pembentukan MKE Pol PP provinsi dan MKE Pol PP
kabupaten/kota dapat didelegasikan kepada kepala
Satpol PP provinsi dan kepala Satpol PP kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dilakukan oleh pejabat tinggi pratama dan/atau terdapat
konflik kepentingan, pembentukan MKE Pol PP tidak
dapat didelegasikan.

(4) Format pembentukan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 18
Keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganjil dengan paling
sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri
atas 5 (lima) orang dengan susunan:
a. sekretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;
b. kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian pada
Satpol PP sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang sebagai kepala bidang
pada Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 19

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan

oleh pejabat tinggi pratama, keanggotaan MKE Pol PP

berjumlah ganjil dengan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga)
orang dan paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang dengan
susunan:

a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur asisten pada
sekretariat daerah yang mengoordinasikan perangkat
daerah yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris
merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur
perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan
pengawasan sebagai anggota.

Pasal 20
Jabatan ketua MKE Pol PP tidak boleh lebih rendah dari

jabatan Pol PP yang diperiksa.
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Pasal 21

Anggota MKE Pol PP memiliki kriteria:

a.

b.

tidak menjadi Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;

tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik
Pol PP, hukuman disiplin, atau sanksi pidana; dan

tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 22

MKE Pol PP bertugas:

a.
b.

melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;
memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain
yang dipandang perlu;

mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja
jika menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP;
dan

menyusun laporan hasil penanganan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

BAB V

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 23
Dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari
laporan pengaduan secara lisan maupun tertulis, baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh ASN di
lingkungan pemerintah daerah, pihak lain, dan atau
masyarakat yang berasal dari berbagai sarana
pengaduan pemerintahan daerah yang selanjutnya
diteruskan kepada Satpol PP.
Penerimaan laporan pengaduan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit layanan pengaduan yang ada di
Satpol PP untuk dapat diproses lebih lanjut.
Dalam hal unit layanan pengaduan yang ada di Satpol PP
belum terbentuk, penerimaan laporan pengaduan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilaksanakan oleh
sekretariat yang ada di Satpol PP.
Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
b. identitas pihak yang  melaporkan  dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;
c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang
mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP; dan

e. waktu dan tempat kejadian.

Pasal 24
Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP ditindaklanjuti oleh kepala Satpol PP.
Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Satpol PP menugaskan
PTI untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.
Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan surat penugasan yang
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
pengaduan diterima oleh unit layanan pengaduan Satpol
PP.

Pasal 25
Setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3), PTI melakukan pemeriksaan
pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP.
Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan pendahuluan dan disampaikan kepada
kepala Satpol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya surat penugasan.
Format berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 26
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, kepala
Satpol PP menyampaikan kepada pihak yang melaporkan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis.
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP,
dilakukan pembentukan MKE Pol PP.
MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 27

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dilakukan oleh pejabat tinggi pratama, gubernur dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi
kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota untuk
melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Penugasan kepada kepala perangkat daerah yang
membidangi kepegawaian provinsi dan/atau
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(1)

(2)

(1)
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kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan surat penugasan yang ditetapkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol
PP berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk MKE Pol
PP.

Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat
daerah yang membidangi kepegawaian melaporkan
kepada gubernur dan bupati/wali kota serta
menyampaikan kepada pihak yang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
penerimaan laporan pengaduan.

Pasal 28
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP pada persidangan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
MKE Pol PP menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pemeriksaan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia, tertutup dan dipimpin oleh
ketua MKE Pol PP.
Sekretaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil
jalannya persidangan MKE Pol PP.

Pasal 29
Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan
terhadap:
a. saksi;

b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan/atau

c. dokumen atau alat bukti lainnya.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan pihak yang mengetahui, mendengar, melihat,

dan/atau melaporkan dugaan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP.

Pasal 30
Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik Pol PP berhak mengajukan
pembelaan diri dan saksi yang meringankan.
MKE Pol PP mempertimbangkan untuk menerima atau
menolak saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 31
Dalam melakukan persidangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, MKE Pol PP melakukan pemanggilan
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secara tertulis kepada Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum persidangan.

(2) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan
persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal yang
bersangkutan seharusnya diperiksa pada pemanggilan
pertama.

(3) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua,
MKE Pol PP melakukan persidangan dengan memeriksa
pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada.

(4) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua,
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP tanpa kehadiran Pol PP
yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(5) Format surat pemanggilan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 32
Format tata cara persidangan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 33

(1) Keputusan MKE Pol PP ditetapkan secara musyawarah
mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan
dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.

(4) MKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak dimulai persidangan.

(5) Keputusan MKE Pol PP paling sedikit memuat
pernyataan:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP dengan mencantumkan ketentuan
mengenai jenis Kode Etik Pol PP yang dilanggar dan
bentuk sanksi yang dijatuhkan; atau

b. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP tidak terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP dan pemulihan nama baik Pol PP.

(6) Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang
dihadiri oleh Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP.
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Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak hadir, keputusan MKE Pol PP
tetap dibacakan dalam persidangan.

Format keputusan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 34
MKE Pol PP menyampaikan salinan keputusan hasil
persidangan kepada:
a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP; dan
b. gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala
Satpol PP provinsi dan kepala Satpol PP
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
sebagai dasar penetapan sanksi kepada Pol PP.
Penyampaian salinan keputusan hasil persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak pembacaan keputusan.
Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilegalisasi oleh sekretaris MKE Pol PP.

Pasal 35

Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan sanksi
kepada Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan MKE Pol PP
diterima.
Penetapan sanksi sebagaimana ayat (1) dapat
didelegasikan oleh gubernur kepada kepala Satpol PP
provinsi dan oleh bupati/wali kota kepada kepala Satpol
PP kabupaten/kota.
Dalam hal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan terhadap pejabat tinggi
pratama, penetapan sanksi tidak dapat didelegasikan.
Keputusan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Pol PP yang bersangkutan; dan
b. pejabat pembina kepegawaian di daerah yang

bersangkutan.
Format keputusan penetapan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 36

Pol PP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP
dipulihkan nama baiknya.

Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan secara terbuka pada saat upacara
bendera atau forum resmi Satpol PP dan papan
pengumuman.
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Pasal 37

Kepala Satpol PP dapat menginformasikan hasil
keputusan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pihak
yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.
Dalam hal pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
pejabat tinggi pratama, gubernur dan bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi kepegawaian
provinsi dan kabupaten/kota untuk menginformasikan
kepada pihak yang melaporkan kode etik Pol PP.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 38

Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 39

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
berupa:
a. pernyataan permohonan maaf secara lisan;

dan/atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis.
Pernyataan permohonan maaf sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibacakan/diumumkan secara
tertutup atau terbuka.
Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/
diumumkan secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP
yang bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat yang
berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/
diumumkan secara terbuka dapat disampaikan melalui:

a. upacara bendera;

b. forum resmi Satpol PP;

Cc. papan pengumuman;

d. media massa; dan/atau

e. forum lainnya.

Pasal 40

Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
meliputi:
a. membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari

b.

(1)

(2)

kerja berturut-turut;

melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari kerja berturut-
turut; dan/atau

pembinaan jasmani dan rohani.

Pasal 41

Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40
dilakukan oleh Pol PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah keputusan penetapan sanksi dan dituangkan
dalam berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP.

Format berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 42
Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Pol PP yang
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat
direkomendasikan oleh MKE Pol PP untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP dan
Kode Etik Pol PP yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 44

(1) Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Kode Etik
Pol PP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota harus menyesuaikan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
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(1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAITUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KODE ETIK POLIST PAMORNG PRAJA

S0P SATPOL PP, FORMAT PEMBENTUKAN NXKE FOL PP, FORMAT BERITA
ACARA PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PEMANGGILAN MKE POL I,
FCRMAT TATA CARA PERSIDANGAN MKE POL PP, FORMAT KEPLUTUSAN MKE
T'OL TP, FORMAT KEPMUTUSAN PENETAFAN SANKSI, FORMAT BERITA ACARA
PELAKEANAAN SANKSI

1. PENDAHULUAN

1.  Latas Belakang

Undang-Undang Nomor 23 'Uahun 2014 zentang Pemerintaban
Dacrah mengatar bahwa Satpol P dibentok untuk melaksanskan
tigas mencgaklkan Perda dan Perkada, menyelenagarakan ketertiban
umum  dan ketentemmman  serta menyelenggirakan  pelindungan
masyarvakal. Dalamn pelalsanaan Lugas Salpol T lersebul sangal
dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan aparatur aipil negara
lainnya, maayarakat, maupun pihak lainoya.

Dalam ranska mewujudkan pelaksanaan tugas Satpol PP vang
diskukan svcars baik thar oenarn diperlukss pedoman pelaksennam
tugas dalam benluk Standar Opesasional Prosedur Satpol PP sebaga
petunjuk termulis mengenal progedur dalam rangka menegakkan Perda
dan Perkada, menvelenggarakan kerertiban umum dan ketenteraman
masvarakat., Berpodoman pada  podoman tersebus  diharapkan
pelaksanaan Wzas Satpol T dilagsanakan sesum dengzan Xetentuan
peraiuian perundang-andangan vang mengatar standar operasional
progedur Satpal PP,

Angzota Satpol PP ‘uga harus mampu menjaga citra dan marwab
Satpel PP kelika  bervinleraksi  denpan berbagai pihak  daban
pelaksnumn bogasnya melalal sikep, perilaka dan perbuatan yarog
baik dan benar. Untux itu diperluken pedoman norma atau amiran
moral gecara tertulis dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tangeung
jawah serta kehidupan sehari-hari scorang Pol PP dalam henruk Kode
Etik Pol PT.

2. Maksud dan Tujuasn

Pengaturan SOP Saipal PP dan Kode Etik Pol PP olabnee Peraturmns

Menter ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan pedoman dan batasan bag: anggota Satpol PP dalam
pelaksanaan agas, fungst, dan wewenang:

2. mendukung peningkatan integritas, kaalitas, prolesionalitas dan
akuntabilitas Kinerja angeota Sartpol PP dan

3. meningkatkan kualitas pelayansan dalamn peocgakan Perda dan
Perkada  serta penyelenggaraan ketertipan uwmum  dan
Relenlerarnan masyvaralkal oleh Satpol T,

www.peraturan.go.id
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Tipuan diatarnya SOP Satpoel PP dan Kode Etik Pol PP dalan Peraturan

Menten ini yaitun untuk:

1. mewujudkan Pol PP oyvang profeelonal dan bordotegrites dalamn
melaksanalkan tugas, fungsi, dar wewenang;

2. menjaga marabal dan kehornatan ASN pada Satpol R

3. menapakan ketertiban dan o menjamin akuntahilitas Satpal PP
dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;

4. meneegah tedadinya penyalahgunaan wewenang;

5. mencpuaskan kepastian huxuen;

fi.  memberikan peclindungan hulonn kepada wiarga masyanban! dan
anggzota Satpol PP; dan

V. memberikan pelayanan vang eebaik-baiknyva kepada warga
masyarakal,

3. Dasar Tulaum

1. Undang-umdang 23 Tabhun 2014 leatang Pemenntahan Daerah,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 zentang Smandar
Pelayanan Minimal.

3. TPeraturan Peruerintah Nowmer 16 Tahuo 2018 lenlang Saiuan
Polisi Pamong Praga.

4. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknds Mutu Lavanan Dasar Sub Uragan Ketenteraman,
Ketertiban Umam di Provingi dan Kabupaten/ Kota.

5. Peraturan Menien Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tencang
Peniyicils Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemnern.ah.

6.  Peoraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tenzeng
Pemenuhan Hak Pegawal Negeri Sipll, Penyvedizan Sarana Dan
Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan
Pengluacginan Satcan Poless Pamong Prgja.

7. Peraturan Menler Dalam Neger Nomor 26 Tabun 2020 lentang
Penyeleapgaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman
Masyarakal serts Pelindungsn Masyarakat

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaos 59 Tahun 2022 tentsng
Penerapan Standar Pelavanan Minimal.

4.  Ketentuan Unmum

1. Mempunya Landasan Hukum, merupakan setiap kegmatan veng
dilakukan Salpol PP dablon aemegakan Perda dan Perloula,
penyeleaggasian kelertibéan umom dan ketenteramsn
masyarakat didukung dengan norma, standar, presedur, dan
kriteria serza pelaksanaan mgas, fungsi, dan wewenang Satpol PP
sesuni dengan standar  operasional  prascedur dan tetap
mengedepanian asas Xode etik profesi.

2. Tidak Melanggar HAM, merapakan  setiap  kegialan  yong
dilakukan Satpol PPodaboe oenegakan Porda dan Perkesals,
penyelenggaraan ketertiban wmnum dan ketenteraman
masynrakat senantiass  dilakuken  dengsn  memperhatikan
prinsipepros dason bak asasi mannsiz sesouat dengan ketenhon
peraturan perundang-undangan,

3. Dilaksanakan sesuai prosedur, mempakan setiap kegiazan veng
dilakukan Satpol PP dalam penegskan Perda dan Perkada,
penyslenggoraasn . ketertiban cmum dac ketenteraman
masyarakal dilakulean sesuni dengans peturguk tertulis yang telab
ditctapkan sebapgar standar oparazional proscedur Satpol PP,

4. Tidak mecoobulkan koban/keongian pada pllusk ocapan,
merupakan dalmm pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewensng

www.peraturan.go.id
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Satpol PP selalu berpedoman kepada standar  operssional
prosedur  yang  berlalku sehinggn tidak menimbulkan
korban/kerugan pliak manapun.
Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundang-
undangan, merupakan seliap angrola Salpol PP dalarm penegakan
Perda dan Perkada seris penyveenggaraan kelectiban wmuam dan
ketenteraman masyara<at telah memabami tigas, fungsi, dao
kewenangannya  serta  mempedomani peraturan tertulis yang
memuat noerma-nerma hukum vang mengikal seeara unn,
fi.  Memiliki kensampusn berkomumkasi dengan baik, mern:pakin
kemampuan seliap anggota Satpol PP dalam menyvampaikan
informasi, gagasan amaupun pesan kepada seluruh pihak secara
supay, nudals dipabaod, Udsk weopabaikan XKoepentingan pihak
lain, dan tidak menimbulkan rasa antipati pihak lain,
Dilengkap dengan kendaraan  operasional sssuan kelenluan,
merupstkan seliap kegialan vang dilaksanakan anggota Satpal PP
dalam penegakan Perda dan Peskada serta penyelenggaraan
keterdban wnum dan ketenteraman masvarakat menggunakan
kendaraan operasional Satpol PP seswad kebutuban sebagaimana
diatur dalam kefesinan perandang-undangan yiang berlakoa.

8. Menggunakan  perlengkapan operasional sesual  ketentuan,
merupakan setiap kegiatan yang dilaksanaxan angrota Satpel PP
dalam penegakan Perda dan Potkada serta penyelenggaraan
keteragban umun dan Retenisraman masvarakal senaniiasa
dilengkap: dengan perlengkapan operasional Satool TT sesun
kebutuhan achagaimana diatur dalam ketenbian perundang-
undangan vang berlaku.

9. Mepgmunaksn: pekaian dinas scsual ketentuan, merupakasn
kewstciluan selurch anggola Pol PP odalan pelaksanaan tugas
tegas, fungsi dan wewenang dengan menggunaksn pekasn dinas
Satpol PP eesuai dengan ketentuan peratusan perundang-
nndangan vang berlakn,

10, Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan “natansi ter<ait,
merupakan  kemasnpuan  dalion melakukan keordinasi  dan
komucnikasi sntar lostaonst peanviintahan yaog ada di wilagak:
daerah  provinsl  dan  daesah xasbupaten/kota  untuk
menyelessikan permasalahan yang timbul baik instansi vertikal,
horizortal dan inslsns pengavees vang sdin untuk mendokong
prlaksansan lugas, fungst, dan wewenang Satpol PP,

11, Memiliki kompetensi Pol PP, memupakan Pol PP memilik
kemampuan  dan  kapasitas  kerja  yang dilaadasi  oleh
ketornmpilan, pengetalinan serta sikap keria dalam menjalankan
tugns dan fongsinya dalan penegakon Perda dan Perkada serta
penyelenggaraan  keterbban cmun dan Retenteraman
miasyarkal 2esual dengan standar oporasional prosedor deogan

mengedepankan Kode Etik Pol PP,

@

-
N

Ring Lingkup
1. SOP Satpol PP
a)  BOP Satpol PP vang diatur dalam Peraturan Menteri ini

merupakan SOP Generk (Umum) berdasarkan sifat dan
muataon kegiatannya yvang relatil memiliki kesamaan baik
dan kegiatan  sang i SOP kan maupun  dar  tahapan
Reglatan dan pelaksansnys. Varasl S0 vang ade banya
dizebubkan porbedasn lokasi SOP e diterapkan.

www.peraturan.go.id
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bl Format SOF Satool PP vang diatur dalam Peraturan Menten
ini adalah format tahapan beruruton |Hicrarchical Sfeps),
dimans Jangkali-langkal yaog welal dildentifikasi dijabarkan
kedalam sub-suhb langkah secara terperinei,

¢)  Tetunjuk leknis dom SO Saipol PP oyang diatur dalam
Pessburan Mentert Ind ditetapkan oleh prmenniah daerats
melalui Perkada. Petunjuk teknis tersebut merupakan
penjabaran secara lebib vinei dart getiap rahapan SOP Satpal
PP sebagaimana yang disour dalam Peraturan Mentesi ini,
Penjabaran secarn rinei lerssebul  lermasak dalaan hal
penerapan  tormat S0P Admimistasi Pemenntahan
mengeunakan format Diagram Adr Bercabang (Granching
Floweharts) sesual ketentuwsn Pedoman Penyusunan S0P
Administrasi Pemerintahan, ataupun penyusunan SOP
pendukung vang, sifatova sifatnya lebih teloms, mikm, Gnal
iz fatans spesifik.

d}  Ruang lingkup SOP Satpol PP yang diatur dalam Peramaran
Menteri ini secara umuwm meliputi: SOP aada Satpel PP,
ruang lingkup masing-masmg SOP, Kelentuan utnumm, araian
prosedur meliputi fahap pemsiapan, peaksanaan, dan
pelaporan, keterkaitan dengan SOF lain, serta kendaraan
dan perlenpkapan operastonal.

Kode Etik Pol PP

Ruang linglap Kode Etik Pol PP yang diatur dalam Peraturan

Menleri ind secara urnurn nebpuli: kelentuan amuam, Kode Bk

Pol PP, masing-masing etika profesi yang harms dipedemani

anggota Pol PP, Majelis Kade Etik, tahapan di dalam ketentuan

vang diatur terkait MEE Pol PP mulad daxi persiapan, pemanggilan
sukst, penganbilan keputasan hinggs penelspen sanksi serts

halhatl tedait lninmya yang dinhure di dabam Peraturan Menters i,

o

. STANDAR OPERASIONAL. PROSEDUR (S0OF) SATIIAN POLIST PAMONC
PRAJA

A Peocgakan Meratinsn Dacral Nonyuslisisl
1. Ruang Lingkup:
a, Melakukan psngarahan keoada mnasvarakat, kelompok dan
hadan hukum vang melangzar Perda;
b, Melskukan  pemlboaan dan ataa sosialisast kepesla
masyaraxat, kelompok dan badan Hulkum; dan
c. Prefeatif nonvustisial.
2. Thaian Prosedo
Prosedur dilaksanakan melah tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan,
@, Persiapan
Tahap persiapan antara lae:
1)  Penvusunan Kerangka Acuan Keria dan rencana
anggaran biava,
2)  Penvusunan lahapan peocgakan Perdss dan gadwal
kegatan;
3)  Pengidentifikasian pelanggar Perda;
A)  Penertitan Surat Perintah Tugas, dan
3) Koordinast dengan perangkat dacrad danfatau wstans]
terkair scrta aparar keamanan
b, Pelakaanaan

Tatup pelaksamian antam be melskokan pengarvehon,
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pembinaan  danfatan sosialisas:,  serla penindakan
nonyustisinl.

1)

2

Penparaian

Pengaranan diberikan kepada masyarakat, kelompol,

dan badan hukum agar mentaali dan imemabishs Perda,

Pembinzan dan /a2 Sosielisasi.

Pembinaan dan/atau sosialsasi dilakukan dengan care

pendekatan kepada masvamkat, kelompok, dan badan

hukun yang melangear Perda Pembinaan danfatan
sosialisast dilakugan mebila:

Al Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cars
mendatangi masvarakat, kelompok, dan badan
hukum yang elangear Penda catuk diberitahio
gorta diberikan pengarahan dan pembinasn arti
pentingnyva ¥esadaran dan kepateban  erhadap
Penda; danfatan

bl Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara
mengundang/mengumpullan masvarakat,
kelorupok, dan badan hukuwm yang melangass
Perda untuk diberikan pengaraban dan pembinaan
terhadap ami  penungnyva  kesadaran dan
kepatuhan terhadap Perda.

Penndaxan Nonynstisial

Penindazan nonyustisial dilakukan oleh Saipol PP

dalatn rangka pencegahan /oreventil dengan cam;

a!  Ternadap masyarakat, kelompok, dan badan
hukum  yang melakukan  pelanggasan  Perda
diwajibkan  untuk menanda  tengani  Surat
Perayatsnn bosedin i sacggup messals dasn
mematahi serta melaksanakan kelenbaan Peoda
dalam wakm ¥ (tujuh) hart kera terbitang sejak
penandatanganan Surat Pemystaan, Sclama masa
terschiat, Satpol PP mnelakukan  pengawssan
terhadap kepatuhan masyarakal, Kelompols, dan
badan  Sokowr tedadap pelaksansan Sooal
Perayataan,

bl Apsbila masvarakat, kelompok, dan badan huloum
tdak melaksanakan dan atan mengingkari Saval
Perayatsan, maka Satpol PP akan membesker:

{1] Surat Peringaran Perrama, dengan tenggeng
wakmu 3 (tiga) hari.

{Z] Surat Peringatan Kedoa, denpgan  tenggang,
wirkin 2 (dua) han.

{3] Surat Peringatan  Keliga, dengan  lenggang
witktu 1 (sate) e,

c)  Masvarakat, kelompok, dan badan hulkwn vang
tidalk melaksanakan dan/atan mengingkari Surat
Perngaztan tersebul, Satpnl PP menerankan sanksi
adm.nistratif sesuai dengan keteatuan perataran
perandang-undanzan,

d)  Satpol PP sebelum  mencrapkan  sanksi
sebagnimana  dimaksud dalam huraf ¢ dapal
melakukan Koordinast dengan Bico/ Bagan Hukum
dan Peoyidik Pegawsl Negod Siplt [PPNS)
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c. Pelaparan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perda nonyustisial zelesal Prosces  pelaporan ddakokan
melalni  pengassipan/pendoltumentasian berkas  sorta
membual laporan hasil kegatan vang ditmdatangars oleh
kepala Satpol PP dan disamoanskan kepada kepala daesah,
laporan vang telah ditandatangani kepals Satpol PP
digamapakan <epada Direxmir Jenderal Bina Administrag:
Eewilayahan melalui Sisiem Informasi Pelaporan (SI7) Satpol
PP,
3. Kelerkaitan
S0P Penegakan Perda Nonvustisial erkait deagan S0P Penegokan
Porda Yustizial, SOP Penegakan Porkada, SOP Pembinssn dan
Penyulizhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesua dengan kelentuzn peraturan perundang undangan,

B, Pepepakan Peraturan Dacrah Yustisisl
1. Ruang Liugkup:

Ruang lingkup penegakan Pesddi yushisi) pada priosipnvia samas

dengan penegakan Perda nonyustisial denpan penambahan

lingkup penindakan vustisial olea PUNE.

ITraian Prozedu—

Prosedur penegakan Perda sustisial pada primsipova sama

dengan penegakan Perda nonyustsial dengan penambahan

prosedur pads zaat dilakukan  penindakan sustisial yang
dilakukan oleh PPNS pada tahap pelaksanaanava. Penindakan
yustisial dilakukan apabila masyarakat. kelompok, dan badan
hakm letap tidak melitksameden dan abian mengingken Soeeat

Pernyatann maupun Surat Peringatan darr Satool PP telah

melaporkan kepada PPNS untuk diakukan proses sesuai

peratmiran perindsng omdangan yang berlalkoo.

a. Fersiapan
Tahap peraiapan antara &in;

1) Penvusunan lahapan penegakan Perda vostsial dan
Jaredwinl kegiatang

2] Pengidentifikasian pelanagar Perda;

3) Penerhitan Sarat Perintah Tagas, dan

4)  Pembentukan tim terpadu (Satpo. PP, perangkat daerah
pengampu Peraturan Laerah, kepolisian selakn korwas
PPNS, keiaksanaan, pengadilan).

b, Pelaksanaan
Tanap  pelaksanasan antara eehlputi peonyelidikan,
penyidikan,  sunceksasn,  pemsopgilan, sl pruses
jpersidanean.

1) Penyeldikan

) Pada orinsionya PPRS herdasackan Pasal 257
Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
lenvang Pemerintahan Daerah (atas kaasa undang-
undang] mwemiliki kewensngan untuk melaxokan
penyelidikan dalam rangkaian proses peovidikan
vag dilacakan,

L) IPNS dalan sangka ponyelidizan pelangsasas
Perda {Trantibuam) dapat menggunakan
kowenangan pengawaszan dan atan pengamatan
untuk  menemokan pelaoggaan pidanag dalam

[
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lingkup undang-undang  vang  memadi dasas

hulcamnya {peraturan daerah);

¢  Dalanm hal tertentu PPNS  bila  mombutubkan
kegiatan  penyelidikan, dapar pnla meminta
bantuan penvelidik Toln.

Penvidikan

al  Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahul bahwa
suaty  perstwa yang  terjadi merupakan
pelanggaran Perda vang lennasuk dalaon Gngkup
tugiss  dan wewenang, sesuai dengan undangs
undang vang menjadi dasar hukumnya dalam
wilayah keranva. Pelangmaran Ketentuan Perda
dapat diketahul dand laporan yaog diteramna dard
SOTiAP Orang mAupuN petigas, tortangkap tangan
oleh masyvarakal, maupun dikelabng angsung oleh
PPNS;

bl Dalam hal tecjadi pelanggaran Ferda baik melalal
laporan, tertangzxap tangan atau  diketahul
langsung oleh PPNS ditvangkan dalam bentuk
Iaporan kejadian vang ditandatangani oleh pelapo:
dan FPNS vang bersangloatan;

¢)  Dalam hal tertangkap tangan. sctiap  angeota
Satpol PP dan PPNS dapat melakasanalkan:

{11 Tindakan pertnna G tempal Rejadian
perkara;

{2] Tindakan yang diperfukan sesuai
kewenangan yang ditezapkan  di dalam
undang-undang yang menjadi dasar hukum
Satpnl FP darn PPNS yang bersangkulian,

d)  Belvlab dilakukan tindakan tersebul, selinjulnys
FPNS melakukan  proges  penwidikan  dan
herkoordinasi  dengan instansi  terkail sesuad
dengan hidang, jenis pelanggaran Perda.

Pemeriksaan

u)  Pemenizsaan tersangka dan sskel dilabkokan oleh
PPNS yang Lersangkutan, dalam pengertian tidak
boleh dilimpahkan kepada oetugas lain yang
hukan penyidik:

b)  Betelab dindakan peineriksaan oleh PPRNS
terhadap tersang<a dan tersangka mengakui telah
melakukan pelanggaran Perda serta bersedia dan
menaall anmk elaksanakan ketentuan Perda
tersebut sesia dengan jems usaha/kegiatan yang
dilakukan dalam waktu 7 [tejuh) han sejak
pelalsansan pemorikssan tergebul dan meogakal
kesalahan kepada yang bersangkutan dibaruskan
membuat Surat Pernyataan.

Penuangglan

a8 Dasar hukum semangeilan adalah sesual denegan
ketentuan  KUHAP  sepanjang menvanghkut
pemanggilan;

b)  Dasar pemanggilan temangka dan saksi sesuni
dengin  kewernsmgan  yvang  diletapkan  dalam
uedsnp-undang varg weejadi dasar hukomnya
st ig-asiog (pesalusan dacesh);

c)  Yang berwvenang menandatangani surat panggilan
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pada prinsipnya adalah PENS Satpol PP;
d)  Dalam hal kepala Satpol PP adaiah PPNS, maka
penandatanpanaes surat pangpilan dilakukan oleh
Kepala Satpel PP =elalna ponyidik;
#)  Dalaun hal kepala Satpol PT bulkan TPNS, maka
sural pangpilan ditandatangant oleh PPNS Satpol
PP dan diketahul oleh kepala Satpol PP,
1) Dalam surat panggilan diwajibkan  agar yang
bersangkuian  memenuhi  panzgilan lemssbul
{kesengajaan txlak memenchi panggilan diancan
dengnn Fasal 216 KUHAP.
3] Proses persidangan
Dalan wiclaksanazan  pencpgskan Pesda yustisial
dibentule tim serpadu terdin dari Satpol PP, perangkat
dasran  pengampu  Peraluran Daerah,  dibantu
kepolisian [Korwas PPNS), Kepaksann dan pengadilan
untuk melakukan:
8" Sidang ditempat erhadap para pelangaar Perda:
b} Melakukan pernberkasan werhadsp para pelangpar
Perda  dan seanjuinyn disermhkan kepscda
kejaksaan;
¢)  Koordinasi denpan kejaksaan, penpadilan dan
kepolisinn [Korwas PPNS)| puna penjadwalan untik
melaksanakan  persidangan terhadap  para
pelanggar Perda G kantor pengadilan atau kanlor
Satpol PP.
¢. Pelaparan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksansan penegakan
Perda vastisinl selesai. Proses pelaoosan dilskokan mekahas
pengarsipan pendokamentasian . berkas serta membuaal
laporan hasil kepiatan yang ditandatangani olelr kepala
Satpoal PP dan disampaikan kepada kepala daerah,
Laporan wang telah  ditandatangani kepa’a Satpol PP
disamoakan kepada Dirextur Jenderal Bina Admimsiss
Kewilayalan meladud Sistem leformesi Pelaporan (SIP) Satpo!l
PP,
3. Keterkaitan
SOP Pemegankan Perda Yustisial teckast! dengan SOP Penegitkan
Prerdia Nupvustisial, SOP Penegikein Perkadis, SOP Pembissan daan
Penyuluhan, SOF Patroli, dan SOF Penertiban.
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasgional
Sesuni dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan,

C. Penegakan Peraturan Kepala Daerah
1. Ruang Litgkup:

Ruang lingkup peacgagan Perkada pada prinsipnya memuat
kesamaan dengan penegakan Perda nonyvustisial, Hanya, pada
saal masvarnkal, kelompok, dan badan hokem tdak mematuln
Surat Persayataan vang telabh  ditandatangsni serta  tidek
mengindahkan Sutrat Peringatan sesuai waxtu vang ditentukan,
Satpol PP melakuksn  penindekan  langsung  Lerhadap
pelangearan Perleada dengan membenikan saonksi administeatif
Tahapanny:

A, Melakoukan peaparalian kepada masvarakal, kelompek, dan

Bealaas Dok yeng melanggar Porkada;

b, Melakukan pembinaan dan/atau  sosialisasi  kepada
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masyarangal, kelompok, dan badan Huzkom;
¢.  Prefentif nonyustisial; dan
d. Pemberian ssnket adudnistatll
Uraian Prosedus
Prossdur dilaksanakan melzlui ahap osrsiapan, pelaksanaan,
cian pelaporas.
a. Persianan
Tahap perstapan antara ain:
1)  Penvusunan  Kerangka Acuan Kera  dan rencana
anggaran biays;
2] Penvusunan lahapan penegakan Perkada dan Sadwal
kegiatan;
J) Pengadentifikasian podaaggar Perkadas
4] Penwecbilan Susat Periotah Tugas: dan
3)  Keordinasi dengan perangkal daeran danfatau mslans
dan apasat keamanan terkait.
b.  Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan antara lain welakukan pengacaban,
pembinaan  danfatau sosialisasi,  serta  penindakan
nonyustisial.
1) Pengarasan

Penparanan diberiken Kepada maseyacakat, kelompok,

dan badan hukum agar menasti dan mematuhi

Porkkada

92)  Pembinaan dan/siaa Snsialisasi

Pembinaan dan/atan sosialisasl dilakinkan dengan cara

pendekatan kepada masvarakat, kelompok. dan badan

hukuin yangz melanggar Perkada. Pembinaan danjatau
sominlisasi dilakucan melalai:

a!  Pembinaan peromngan, dilakukan dengan cara
mendarangi masvarakat, kelompol, dan badan
hukum yang mclanggar Perliada untuk diberitabu
erta diberikan pengaraban dan pembinasn arti
pentingnya xesadaran dan kepatuhan teybhadap
Perkada; dan/fatan

b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara
mensundang/ mengumpulkan masvarskat,
kelompok, dan badan hukwn vapg nelangoar
Per<ada  untuk  diberikan pengarmhan dan
pembinaan terhadas ard pentingnya kesadarvan
dan kepatuhan terhadap Perkada.

J) Penindaixan Nonynstisial

Penindasan nonyustsal dilakukan cleb Satuan Polis

Parnong Praja  dalam  rangka  pencegabin/preventil

tengan izara:

g8 Terhadap masyaraka:, kelompek, dan badan
hukum vyang melakukan pelanzgearsn Perkada
diwajibkan  untuk menanda tangani Surat
Peryyataan bersedia dan sanggup menaali dan
mematahi serta melaksanakan kerentuan Perkada
dalam waktu 7 (tujuh) har techitung seiak
penandatanganan Surar Peryataan, Sclama masa
lersebut, Salpol TI osnelakukan  pengnwasan
techsedap kopaluleae casyasakal, kelompok, dac
badan fhukmn tedlosdiap puolaksinesan Saal
Peravataan;
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L) Apabila masvaraka® dap badan bukum  tdak
melaksanakan dan  atau  mengingkari | Surat
Perayataan, maka Satpol PP akan membesikan:
{11 Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang
waktu 3 [liga] har,
(2] Sural Peringatan Kedua, dengan lengpang
waktu 2 [dua) hari.
{3] Surat Peringatan Ketiga., dengan tenggang
waktu | [salu) bari,
vl Apabils masvarakal, kelompok, dan badao hukom
tetap tidak melaksanakan dan aau mengingkan
Surat Pesingatan tersebus, Satpol PP melakukan
prosce  sesual  dengan ketentuan peraturan
porandang undangan.
¢. Pelapaoran
Tahap pelaporan dilakukan setelah peliksanaan penegakan
Perkada selesai. Proses pelaporan  dilakukan  melahai
rengarsioan/ pendokumentasian  berkas  serta  membuat
laporan hasil kegialan yvang dilandatangani oleh Keoala
Salpol PP dan disimpaibkan kepida kepala dacrab.
Laporan vang telah ditandatangani Kepala Satpol PP
dizamaakan Zepada Dirextur Jenderal Dina Administras:
Kewvilayahan meialii Sis-em Informazi Pelapoman |S1P) Satpol
re.
3. Kelerkailan
SOP Penegakan Porkada terkait dengan SOP Penegakan Perda
nanyustisial das Yuerisial, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP
Patroli, dan SOP Penert:han.
4. Kendarsan dan Peclengksspian Opemisional
Sesuai dengan kelentuan peraluran perondang-andangan.,

7. Deteks: Dind Dan Cegah Thni
1. Ruang Linglup:
Delekss dini: pepzumputan banan keterungan secora langsung
madpun Gdak langsung leotaop suala persoalan gangeuac
keterdiban nmum dan ketenteraman masyaraxat sehingga apabila
persoalan terscbut muncul di permukasn sudah  diketahul
lerletnb cdadoch,
Cegabr Dint: kegisban sesars Bogsung mmapun Lidak langsung
unmik mencegah gangpuan ketestiban umum dan ketenteraman
magyarakat muncul di permukaan dan mencegah jangan sampal
mempengs uhi sistem yang sadah ada,
2. Uraian Proseduss
MProsedur dilaksanakan melzlun mhap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan
a, Persiaoan
Tahap persiapan deteksi dini dan cepah dini antara lecn:
1)  Penelzpan sasivan, waktd, dan ohyek yang, akan
dilaxukan detoksi dini dan cegah dini;
2] Penetapan tempat, benmalk, dan metode detekei dini dan
cegah dini:
3 Melakukan survei lapangan:
A1 Penwapan  admimistrasi  pelalksanaan (SPT,  dan
sebapainya); dao
3)  Koordioast dengao perangkat daceal danfatao instansi
terkait serta aparat keamanaa.
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b.  Pelaksanaan
Tanap prlaksanann deteksi dini don cegnh dini antarn lnin
clakukan  pongawssan,  pengmunalan,  poncarlan dan
pengumpuian bahan  ketersnzan;  serra mclaksanakan
tndakan pencegabian lerhadan polenst gangguan kelerishan
vnezn dan ketenteramean masvarkal.
Tahap pelaksanaan dereksi dinl dan cegah dini dapat
melibatkan  TNI,  Polri, inatansi terkait dan  elemen
tasyaragal,

c. Pelaparan
Tanap pelaporan o lakukan setelab pelaksanaan deteksi dini
dan cegah dint eelesal. Proses pelaporan dilaxukan melaha:
pengaveioan pendokuinentasian . borkas  sorta membuat
laporan hasil kegiatan vang ditandatangani olech Kepala
Salpol PT dan disampaikan sepada kepala daerab. Terhadap
kejadian yang memerlukan tndakan segean, Laporan dibual
secara langsung secara berjenjang.
Lanorsn wvana telah ditandatangani Kepala Satpol PP
disampadksn kepada Direxlur Jenderal Bina Adminisirasi
Kewilavabin meialai Sistem Inlormasi Pelapomn [S1P) Salool
FP.

3. Keterkaitan

SOP Detweksi dan Cegah Dini terkait dengan SOP Penegakan Perda

Nonwvusis:al dan Yustsial, S0P Penegakan Perkada, SOP

Pernbinaan dan Penyuluban, SOT Patmoli, dan SOT Penectiban,

4. Kendarsan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peratiran perondang-undangan.

. Pombissan Dan Penyalobin

1. Ruang Lingkup:
Pembinaan: proges, cara |perbuatan membina), usaha, tindakan,
dan kegintan aecara efisien dsn e’ektil untuk meningkatkan
kepatuhan masyarakat, kelompole, dan badan hukum terhadap
PPerda dan fatau Perkada.
Ponyubcbin: keghatan wemberkan formast kepada imasyarakal,
kelompok, dan badan hukum. dari semula yang tidak tahu
menjadi tahu untuk  meningkatkan  kesadaran  terhacap
kelertiban umum dan kelenteraman masyvarkal.,

2. Uraian Prosedua::
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan
a,  Persinpan

Tanap persiapan pembmaan dan penyulahan antasa lon:

1) Penetapan  sasaran  {(masyvarakal, kelompok, badan
Lokorn], wakte (Dulanan,  oowalan,  scooester an
tahunan). dan obvek vang akan diberikan pembinaan
dan penvaluhan;

2] Penetzpan tempat [formal o informal sesiss kondisg
lapangan), bentuk dan  metode pembinaan dan
penvulihan (formal dan informal),

J)  Survey lapangan:

A1) Penyiapan administrasi pelaksanaan (3P, materi; dan
sebagninval; don

3 Koordinast dengae porangkat dacran dan/ataa istansi
teckadt dan apsosal keananan.
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b.  Pelaksanaan
1) Tahap pelaksanaan pembinaan:

al Mceuguojung.  atau wengandang/ metnanpel
masvarakat, kclompox maupun badan huloam
secatn fonmal untuk memberkan amhan dan
himbauan pentingnva ketaatan  lechadap Perda
dan/atau Perkads serta produk hukum lainnya
gerta pelanggarvan vang dilakukan mengganggn
ketertiban umuan dan kelenleraman masyarakat
B[O .

h)  Pada sant pertemuan, disampailan maksud dan
tajuannya secara sopad, jelag, bahasa yang macah
dinenpenti. Pada sgaat anenysmpaikan pangolan
reami manpun  surat tegmran, sctclah ditanda
tangzani oleh penering, sural panggilan maupun
sural leguran salu diserabkan kepasla st peaesana
dan sar lagl sebagai arsip unmk memudahkan

pengecckan;
¢} Pembinaan  yeng  dilakukan  melalui forwm
disesuaikan  dengan maksad  dan hajuan

peremuan tersebut dengan dibunatkan nerulen
atau hasl pembahasan, pembicarasnnyva,

d]  Selama proses pemhinaan dilaksanakan, pelangzarc
Perda danfatau Perkiada serta preduk huakom
lainmys diwajibkan untuk menandalangan Saral
Perayataan untuk tidak mengulangi pelanggaran
dikemuadisn hari. Apabila terjadi pelanggaran maka
Satpel PP berhak melakukan penertiban; dan

v)  Penersman sanksi kepada pelanggse sesuai dengan
kewenangan  dengan mengace pada slandar
operasional prosedur penertiban.

2] Tahap pelaksanaan penynluhan:

8, Mendatangi tomipat-rempatr vang telah
direncanakan dan /atau dijadwalkan melalud foram
deagan maksud  tajusn menymcopaikan matect
peayuluban bidang  ketertiban comam dan
ketenteraman masyvarakat,

b}  Penvuluhan dilakokan dengan sopen, jelas, bahasa
vang mandah dimengati dan dengan prinsip seling
asgah, asih dan asuh diantara anggota Satpol PP
denpgan dengan masyarakat, kelompok, dan badan
hukum tappa mengahaikan kepentingan masing-
masing dalam rangka penmghkatan, ketaatan dan
kepatuhan masyarakal erbadap Perda dan/atau
Perkaks serta produx hoxum Jainnya.

¢) Selain secara formal, secars informal selurah
angeota Satpol PP mempunyal Xewsajiban moral
uniuk mem@mmpaikan informasi dan himbaoan
terkait dengan Perda danjfastan Perkada serta
produk hukum lainnya kepada masyarakat.

J)  Pelaksanaan pembinasn dan penyuluhan juga dapet
dilagukan dengan memanbaatkan samna dan silitas
e vintu:

) Media Masss dan Modia Elekuonik scperti radio
dan lolevosd.

b) Pembinaan vang dilakukan pada tingkat RT, RW,
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desafKeluranan dan Kecamatan.

)  Pembinoan yang dilalkkukan oleh sebuah <im vang
khusus dibentuk uctuk memberikan arahsn dan
informasi  kepada masyarakat  scperti Tim
Ramadban, Tin  Kelertban, Kebersihan  dan
Keintlahan (K3 dan beatuk i hinnya vang
membawa  misi pemerintahan daerah  dalam
memelhara Ketertiban vmuam dan Kerentesman
masyarakat,

41 Dalam pelaksansan pembisean dan penvaluhan,
anggnta Satpol PP juga harus mendengar keluhan dan
penuasalahoan  asvarakaz, kelompek, dan badan
Lk yang melakokan pelanpoaran ketentuan Penda,
Pericada dan produlke huloom lainnya dengan cara;

) Mendengarkan  keluban  toasvarakat, kelompok,
can badan hitkusn dengan seksanm;

bl Jangan memotong pembicaraan orang,

¢l Menanggapi denean singkat dean jelas zerhadan
pernasalahannyi;

i) Jangan Lingsung menyaiahkan
ide ) pendapat /keuhan fperbuatan masavarakat,
kelompok, dan badan hukum, 2cra

1 Menjadi pembirars yang baik,

3 Selelab mendengar keluhan, yang harus dilaxukan
anggo L Satpol PTS
a  Memperkenalkan dan menjelaskan maksund dan

tujuan kedatengannya.

bl  Menjelaskan bahwa perbuatan yvang dilaxukan
telab mebinggn Perda dandataa Perkads dan
produk bukoam innyae. Jika tidak cnkep waklo
maka kepada 31 pelangear dapat diberikan surar
panggiian atan undangan uniek datang ke Kantor
Satpol PP untulk meminta  keterangan  aras
perbualan vang  dilakukon dan dhiberikan
peiabicaan dan peovalulen bangasas

¢} Berani mencgur masyaraxat, kelompok, maupun
badan huloun termasuk apacat pemeniatan lainnya
yang erangkap  Bmgan melzkokan Cindakan
pelangguan Kelentuan Perda danfatan Peroula
atau preduk hukum lamnava,

Pelaporan

Tanhap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan peanbinean

dan penvaluhan selesan Proses pelaporan dilagckan melahos

pengarsivan/pendokumentasian berkas  serta membuaat
laporsn hasil kegistan vang ditandatangant olelr Kenala

Satpol PP dan disampaikan kepada kepala dacrab. Terhacap

kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat

secart ngsung secara berjenjang,

Laporan vang telah ditandatangani kepala Satpol PP

disamnatkan kepada Dirextur Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol

PP,
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3. Keterkaitan
SOP Pembiannan dan Penyuluhan terkait dengnn SOP Penegalkan
Parda Yustslal dan Nonyustigial, S0P Ponegakan Perkada, dan
SOP Penertiban,

1. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan keteminan peraturan perundang-undangen.

K. Patroli
1. Ruang Lingkup:
Kegiattan sebagni usaba mencegah terjadinys ganggan ketert:ban
umumn dan ketenteraman masvarakat dengan cara mendatarng,
menjelajahi,  meagamati, mengawas:, memperhatikan  dan
melakukan tndaksn proventil atas eituasi danfataw kondisl yang
diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokaai atan
empatl-lempal yang danggap rawan, anas batas  wilavah,
mwaupun tempal kesmsian fhiburn,
2. Uraian Prosedu::
Prosedwr patroli  dilakssnakan melalu  tabhap  persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
#, Pemsapan
Tahap pergiapan antara lale!
1) Penctapan sasaran, wakty, dan obyek vang akan
dilaxnkan patroli;
3] Penetapan tempal don bentuak oairoli;
J) Penyiapan administrast pelaksanaan;
4] Pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan
dan petunjuk yvang diberikan pianpinan; dan
2) Koordinasi dengan peranegkat daeran dan/fatau instansi
terkasil serb aparat keamansso.
Dalam  labap  persiapan,  sudab  dilakukan  adentilikas:
pelanggaran Perda danfatau Ferkada.
h. Pelakaanasn
Tahap pelaksansan patroli antara lain meliputi;
1] Patrel vang dilaksanakon daken o dangalan wilayah
a)  Pattoll dicantuwkan dalas jadwal  patrod da
tercatat;
bl Patroli harus dilskukan dengan sckeama dan teliti,
dengnn senanhiass memperhatikaon aps yang hams
dulengaar  dan dibhat,  agar  dapal diabil
kesimpulan dan dilaperkan kepada pimpinan;
¢) Setap kegiatan hamue di dokumentasikan dan
dapat di pertanggung jawahlan socara kedinasan;
d)  Patroh diakukan dengan sisiem:

{11 Patroli blok, yaitu patreh dilakukan dengan
borjalac Kaki dan sdrana tansportast Ly
tethadap tempat vang diangzap rawan
tehadap ketertiban wmun dan ketenteraman
masyarakal, desgnn kelenhoimn:

(a, Tugas patroli dimulai sejak keluar dar:
kantor;

(b) Dilakuksn minimal 2 (dua) orang;

(€] Usphakan  untak  mengenal  daemb
patrol;

(d)  Perhatian baros ditujokas kepads hal-
Ll yang meoyaapal dengae Pesatusan

Pemmerintah Dacgh serta dicatat untuk
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ditaporkan kepada pimpinan;

(] Dalam hal tertenta diwajibkan untuk
bertindak  scgera,  valte dalawn hal
pelangzaran Ketertsiban, Kebersiban dan
Keindahan [K3), lenadinya kebakaran,
llliilllllpllll llCH(.'Hllil Hlﬂlll;

(f]  Walaupun getiap patrol;
ditunmur/diharaskan untuk  beran
mengamsil  prakarsa sendini | dalam
melaksanakan  tugasnyn, akan  letapm
tindaxannya . harus  didasarkan
kepada norma-norma dan  perataran
yarg berlak,

{2] Parroli kawasan, waitu patmoli dilalkocksn
dengan  kendaszan bermotor  dan sarana
transportasi hinnya karena daerahnya lebib
luag, misalnva satu kecamatan, bernjuan
melakukan konmol dan pengecekan terhacap
sepala sesualu vang beshubungan  dengan
kelertiban i dan ketentermran
masyarakat, dengan ketentean:

(&) Ketentuan untek patcli bok berlaku
pula bagi patroli kawasan;

() Pairoli kendaraan  bermolor  dilaxukan
dengan  sepeda molor  danfalau
kendaraan mobil:

(el Mentaatl peraturan lala lintas:

(dl Menjalankan kendarasn dengan
kecepeatun yang semweslioyn;

(] Jangan  membunvikan  klakson fsivrine
Jjika tidak sangat perla sekall;

(1 Jangan menggunakan  sorotan-somian
lampa yang herlehihan pada malam Hari;

(&l Jika dilermn suaty kejadian alau
penyimpangan lobadap  Pesatooan
Daerah {seperti bangunan liar, pedagang
berjualan tHdak pada tempatnya, tempat
useha yang mengppanggn lingkungan
keterlslan unen TIETHSIIT talsk
mempunyai surat zia usaha tempat
ussha, dan lainnya yang Lersifac
mengganggn ketertihan mm) seiera
ambil lapgkah lngkah ataa andakan
pertaona berupa  penyvuluhan, leguran
dan pevingatare, kemuodian dicatst dan

dilaporkan pumpinan;

(b Memperhatikan segala  sesuaiu  vang
herhuhnngan dengan penvakil
Masyara<ar soperti

gelandangan/pengemia  jalanan  vang
meminta-minta uang kepada pengendara
kendaman bermotor, pekerja seks
komersizl  dijalan pada matam har,

Lespal -t pat forang-oranyg vang
wegusl noouman kerag secns terhoka
dan lainnysa,
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i3] Patroh xota dapn/atau wilayah vaitu patioli
dilnkukan dengan kendarnan  bDermetor
wenyangkut ketertiban (AT dan
ketenteraman masyarakar serta pencgakan
Perda  dan/falau Perkada  oada  daerah
prnugasan yang dudasarkan pada wilayab
hukum sesusi dengan perundang-undangan,
dengan  ketentuan  sama  dengan  parmb
kawasar,
2] Patrol Pengpwisan
Penugasan patroli bersilat inspeks: dan diselenggarakan
wemuut kebunuhan unomuk memantan keadaan daerak
@A beborapa tempal vany wenueat perkivaan skac
rimbulnva gangguan terhadap ketertiban umum dan
ketenieraman  masvarakat, serla upava  penesakan
Penla dar: fataa Terkada, dengan kelentian:
al  Melaksanakan  pemeliharsan dan  pengawasan
terhadap ketertiban unnun dan ketenterainan
masvarakal;
by Melaksanskan pembingan masyambal;
¢) Memberikan  penerangan kepada masyarakat
tentang hal-hal vang menpenal tagas dan fungs:
Satpol PP; dan
d)  Mensosialisasikan kebijokan pemenntah daerab
vang erkail dengan lugas Salpol TP, serla
menampung saran-saran darl masvarakar yeng
herkaitan dengan <elijakan pemersintai.
J)  Patrol Khusus
Penugasan patroli vang dipervintabikan secsars kbusas
oleh Kepals Satpol PP oyang bersiliat jepresii ataun
penindakan di  lapangan  &esual  tunmitan  atan
kehntishan yang ada dalan upaya penegakan ketertban
umum  dan ketenteraman  maswarakat,  dengan
Keteniiuan:
a1l Menindaklanjult Japoran, peogaduan dao podntat
khusus dari  pimpinan  untuk  melakckan
penindakan terhadap masvarakat vang nyata-
nyata melangpar Perda dan fatan Perkada setas
ketertiban i disn <elentesmsn masyiarekal ;
by  Melakukan penindakan nonyustisial (penertiban)
terhadap pelanggaran Perda danj/atau Perkada
serta ketertiban gmom dan ketenternnan
masyaralat; dan
) Melakukan penindakan vustisial oeh 'PNS dan
dapat welibatkan peangkal daciale dan nstansd
terkait terhadap pelangearan Perda dan/atag
Perikada serta ketertiban wnwm dan ketenteraman
syl
¢. Pelaporan
Tanhap pelaporan dilakukan serelah pelaksanaan patroli
selesal, Proses pelaporan dilakukan melalul
pengarsipan/ pendokumentasian berkas  serta membual
laporan bhasil Regialtan yvang ditandatangani oleh Kenala
Satpol PP dau disampaikan kepada kepala daceals Terhadap
kejadizn yang memerlukan Undakan soge, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang
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lLaporan yang telah difandatangani Kepaa Satpol PP
disamopaikan cepada Direxstur Jenderal Bina Administras
Kewllayalhan wclialad Sisvew lnforinssl Pelaporan (SI1P7) Satool
PP.
3. Kelerkaitan
SOP Patroli feckail dengan SOP Penegakan Pesda NonYustisial
dan Yuatizial, SCP Penegakan Perkada. SOP Deteksi Dini dao
Cegaly  Dini, SOP Pembinaan  dan Penyuluhan, dan SOP
Penertibarn,
4. Kendarsan dan Perlengkapan Opemsional
Sesuai dengan <elentuan peraturan perundanguandangan,

G. Peonpananar

1. Ruaang Linglup:
Segala usaha aau Kegialan /operasi vimg dilakukan oleh Satooal
PP odalam melndungi, menjaga, dan cnemelibara lechadap
peraonil, materl, aset, lokasi. upacara dan acara penting, dan
dokuinen azar aman dan kondusif,

2. Thaian Proseduor
Prosedur pengamanan dilaksamakan melalni tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
a.  Persianan

Tahap persiapan antara lar:

1) Penetapan wakiuw, sasaran don obvele serta jumlahny:s
vang akan dilakukan pengamanan;

2)  Penctapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;

3)  Penviapan administrasi pelaksanaan,

4)  Pemeriksaan kendaraan operasional serta sclurub
pedengkispmn sesia kelenluan dan pefunjuk yeng
diberikan pimpinan; dan

o) Koordinas: dengan perangkat daeran danfatau instansi
terkail sorta aparat keamanan, serta melaloakan sivey
lapangan,

Sasaran dan obyek pengamanan melipiaa:

1) Asel dacrsh sesuad Retentuan peraturan perandang-
undangan tenmasuk rumah dinaa pejabat pemerintahan
daeral dan gedung, perkantoran;

2)  Lokast kunjungasflempal Pejabal Pemerintah Daemb
than Lo VIP:

J)  Upacara dan acara penting: dan

4] PFungsi lain berdasarkan mgas yang diberikan oleh
lepala dacrmh.

b, TPelaksanaon

Tanap prlaksanazan pengamanan antara lain meipuati

1) Rumsh dinas pejabat pemerotals dacsmh (o
pembatasan):

8 Menvispkan jadwal dan petugas;

bl Membual Berita Acarse pelimpahan Lugas:

)  Mencatat dan mengenali identizas setiap tamu yang
berfunjung;

d) Melskukan pengsiuran lalu lintas disekitar pintua
gerbang pada saat pejabatftamu keluar masuk
Iingkungan Rumah Dinas;

v} Mencatat ldentitas, logat bDicasa/dislek, suscs-
suara lain yeog terdeogar, serts oosan yEog
disarnpaikan oleh penelpon;
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2)

3)

)
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] Meneatal  kejadian  penting/menonjol  selama
melakukan tugas jaga;

gl Mclakukan pengswasan dan penpgeockan wrhadap
pemzas pelayanan seperti pemugas telpon, PAM,
Bistrik dan lan - ln;

h) Melakukan pengawasan dan pengecekan secars
intensi? disetiap rempat yvang tersembunyi dan
kurang mendapat perhatian; dan

i) Mepjaga dan rueneribkan para pedagsng penjaiz
barang  abtaa sejenisnya serls pam penocsn
sumbangan [perorangan, vayasan dll),

Selotar muang Kerja pejabat pemerintahan daerah (pecla

peatbatasan):

al  Mclakukan pemeriksaan di linglungan  raang
kera;

L) Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan
ajudan:

¢l Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat
pada hari yang bersangkutan dan kegialan vang
akan dilaksanakan, dalam wakia 1 (sala) minggu
vang akan datang;

dl  Mewberikan  pelayanan  penunang lainoya
hilamana diperha<an;

#) Mengawasi dan mengenal identitas senap lamu
vang berldumung;

1} Melakukan pengawasan dan pengeeekan secara
intensi? setiap  tempat vang tersembunyl dan
kurang mendaoa: perhatian;

gl Mongags dan nweneribkian pece pedagany penjsja
barang  atau  sejenisnyva dan para pendcari
sumbangan |perorangan, vayasan dll);

hl Mengingstkan  kepada  Tata  Tlaaba  aniuk
melakukan pengeeckan kemnali erhadap inatalasi
bstak, air, Pemadam  Kebakaran, AC, lempal
prayiupanan dokues facsip dl dan

i Melaksanakan penjagaan sesual dengan jam kerja
kantor atau saumnpal dengan batas waktu Pejabat
meninggatkan tempal.

Al disoraby selain rursh dinses dan sexiban roang kergs

pejabat pemerintahan dacrah:

a!  Menyiapkan jadwal dan petugas;

b Mealakukan  koordinasi  dengan dinas/finstansi
pengelola gedung/asel;

) Melakukan pendacaan /buki: xepemihikar
gedungfasel,  wanbar sitoasifdenahf o posal
sebagad bahan pergecekan dilapangan;

dl Melakukan komunikasi secara  teratur  dan
herzesiunnbungan dengin pelugas jagasfdinas/
instansi/ pengelola gedung/aser;

el Melaksanakan pengawaszan geduag/faset; dan

1] Merencansksan  dan  menyiapksn  saransa dan
fasilitas  perlengkapan  yang digunakan  untakc
memenitor Gedung/Asser,

Lokas=. Kunjungaa/tempat pojabal peanccintah dacish

dlan Lann VIEP:

a;  Melakukan penjagaan dilinhggungan lokas:;
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L) Melakukan pemeriksaan pendabuluan terhacap
obyele dan benda benda yang ferdapal diselcitar
lokasi;

¢l Meclakukan pengamatan  dan  penganalisaan
terhadap situasi dan kondisi termmasuk mengawas
dan mengenali setiap orang vang bersuda didokcsi:

d)  Melakukan pengawasan dan pengecekan secars
intensi? setiap  tempat yvang cergembunyi  dan
kurang mendaoa: perhatan dilinpkungan lokasi;

el Mengawasi dan mencermati kegadianskejanlin
vang penting/menonjol disekilar lokasi;

fj] Melakukan koordinasi denganfantar selurub
weswl  poagamanas laln sclama berlanpsung
kegistan;

¥l Melakukan koordinasi dengan pibak prolokoles
bherkenaan decgan fems dan sifal egialan seita
guaunan acara yang akan dilaksanakan; dan

hl  Melakukan koordinas: denpgan panitia
penyvelenggara stau pihak vang bertanggungjawah
melaksanakan  kegiatan lerselat berkenaan
dengan jumlah dan daftar zamu undangan yeng
akar diundang menghadod acara dunaksud.

3)  Pengamanan Upacara dan Acara Pentng:

R Merencanakan dan menyiapkan petugas vang akan
menjaga i lingkungan lenpal upacara dan acara
penting;

by} Melakukan pemeriksaan pendahuluan rechadap
objek dan benda-benda disekitar lokasi schelum
sz dimulagg

) Mengawasi dan mencermati kejadianskejadsn
vang penting/menonjol disekitar lokasi:

d) Melakukan koordinasi peogatiran lalo Entas sers
penataan terhadap parm pedagang di sckitar lolasi;

¢ Melakukan pengawasan dan pengecekan secara
mtensty setiap lempat vang terscoabunyd dac
kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;

f] Mengawasi dan meagenall terhadap setiap pars
tamu urklangsn dan arangeomrang yang  berada
chilokaasi;

gl Melakukan koordinasi denganfantar geluub
upsr  pengamanan  lain selama  berlangesung
kegistan; dan

bl Melakukan Koondinas dengin paniia
penyelenggina alau pihax vang bertanggungiawab
molakaarakan Kegiaan teesebol borkensan
dengan jumiah dan daftar twnu undangan vang
akan diundang menghadin acara dimaksud.

6] Fungsi n berdasarkan togas yang, dibenkan oleh
kepala dacral, adalab penugasan/perintah dasi kepala
daerah sesual dengan ketenmian peraturan perundang-
undangan,

Pelaporan

Tahap  pelaporan  dhiakulaan setelah pelaksanaan

pengamansn sclesal Proges pelaporat dilakuXan melalol

pengarsipan/ pendokumentasian borkas  serta mewbosl
laporan hasil kegiatan vang ditandatanean: oleh Keoala
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Satpol PP dan disamnpaikan kepada kepala daerab. Terhadap
lkejndian yang memerhikan tindakon segerm, [aporan dibuat
sovars langsung soeara berjenjang
Laporan vang telah  ditandatangani Kepala Satpol PP
disampakan Kepada Direktar Jenderal Bina Adimimsiras:
Kewilavahan melalai Sistem Infonnas Pelapomn (S17) Satool
PP.
3. Keterkaitan
SOP Pengamanan terkaic dengan SOP Detsksi Dini dan Cegah
i, SOP Patroli, dan SOP Pungawsalan.
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Segual dengan Ketentuan peraturan pesundang-undangan.

Pengawalan

1. Ruang Lingkup:
Pengawalan terbadap parm pejabat/omng-omang penting  (Vergy
Important Person/VIP) yang dilakukan melalui  pengawalan
dengan berjalan kaki dan pengawalan dengan  kendaraan
bernmolor.
Sesuni dengan kelentuan peaturan perandang-umdasngian,
pengawalan dengan kendaraan bermotor mempakan tugaes dan
kewenangan kKepolisian. Denpgan demikian, peagawafan dengan
kendarnan  bermotor oleh Satpel PP sifatoya menduking
pengawalan oleh kepohigian dan posisinva berada dibelalang
pejabal forang orang penting (VID),

2. Uraian Prosedur:
Prosedur pengawalan dilaksanakan melalul tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
#.  Pemsiapan

Tanap prrsiapan antara laio:

1) Penerapan waxm, sasaran dan obyek serta umlah vang
aian dilakukan pengawalan;

2)  Pencrapan rempat, bentuk dan metode pengawalan;

B Penviapan admmistrast pelaksanaan;

4] Pomwrikssan keadwman oporasionsl serta scluroh
perlengkapan sesual ketentuan dan petunjuk yeng
diberikan panpinan:

3] Koordinasi dengan perangkat dacrah dan/atan instansi
terkaail serta apearat keamanan, dan

)  Suarvey lapangan.

b. Pelaksanaan

1) Taliap pelaksanaan pengawalan berjalan kaki meliputi:

) Komandan  dan anggela  pengawalan dalam
keadann smp berdin di belakong dan /a2t selatar
Pl SV

bl Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
objek dan benda-benda disepanijang lokasi veng
chilalisg;

¢  Mengawasi dan mencermati  kejadian-kejadian
vang pentng/menonjol  selama pengawalan
beralan kaki disepanjang lokasi yang dilalui; dan

di Melakukan  koowdinasi  denganfantar schouh
unsur  pengamanan ban selana berlangeung
peopawalan bajalan kale

2) Tahap pelakssnasn pengawalan dengan keodasan
benmotor meliputi:
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a!  Kendaraan bermotor datam keadnan siap bergerak
pada pessi berjajar di barsan belakang;

b Pejabad VI sudah berada didslan kendaraan dan
a.ap menerima laporan kesiapan dari pengawal;

) Komandan Operasi menuju ke ajudan
menynpaikan lapor:n sLap melakukarn
pengawalan;

d) Kendaraan hermotor berjajar dengan kendaraan
bermnoter lainnya berangkal menuju ljuan;

el Selana pegalanan lanmpo dinyalalan dan sirne
hidkan |bia diperiukan):

fj  ‘libaditojuan:

{1} Secbelun berhent berikan tandaf  dsyarat
pelan; dan

{2]  Berhenti dan parkor diternpal yvang aman.

gl Selesal acara akan kembali ke kentor:

(1] Kendaraan hermotor zelah siap. dan

{2] EKomandan Operasi laporan ke ajudan siap
pengawalan, selanjulnya pengawalan s
dengsn wakio perialanan menuju bajuen.

h} ‘liba di kantor:

Setelah kendaraan bermortor di parkir, Komandarn
Qperasi laporan kepada ajadan bahwa pengawa an
telab seless dilaksanakan.
¢, Telaparan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan pengawa.an
selesal, Proges pelaposan dilakukan melaha
pengarsivan/pendokumentasian  berkas  serta  membuat
laporan hasil kegistan vang dilandabangsni oleh Kepala
Salpol PP dan disssmpaikan kepada kepala daemb. Techacap
kejadian yang memerhikan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang,
laporan wang telah  ditandatangani Kepa'a Satpol PP
disamnnmkan kepada Direxlur Jenderal Bina Admimisims
Kewlayalian meladod Sistem leformes Pelaporan (SIP) Satoul
PP,
3. Keterkaitan
SOP Penganwalan lerkail dengan SOP Deleksi dan Cepah Dim, SOP
Patroli, dan S0P Pengamanan.
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
sSesuai dengan Ketentan peraturan perundang-undangan.

I.  Penertiban
1. Ruang Lingkup:

Ponertibsn adalah sosto tadskean antok weocstbkean dalam
rangka peningkatan ketaztan masvaraksat cerhadap Perda
dan/atau Perkads maupun peraturan lain,

Tindakan penestiban dilakukan setebh masyarakat, kelompok,
maupun badan hukum selaku pelanggar tidak memamhi Surat
Pernyataan vang relah ditandatangani serta tidak mengindabkan
Surat Permgatan pestama, Sural Peringatan kedua dan Sural
Peringatan ketiga sesuai standar operasional prosedur penegakan
Perda dan fatau Perkada.

Tiedsken poerertiban Dorsifat nonyudisial dan Diasanys dilakukan
doengsn carsm o mcogheontikas somenlam kogiatan yang melanpgan

Perda danfatau Perkads dan peratwran lainnva, Sedangkan
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putusan fnal alas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan

Instanes: atau Pejnbat yang berwenang.
Ponertiban mellput:

a, rertib tata ruang,

b, Lerib calan;

. terib angkatan salan dan angkatan sungai:

d.  tertib ahur hijau, taman dan tempat nmum,

e. tertib sungail, saluran, kolam, dan ginggir pantal;
I lerib dngkungarn;

g lerib tempat usabas dan asahs lectentng

h. tertib bangunan;

L terib sosial;

Jo tertib Xeschatan,

k. rertib sempat hiburan dan keramaian;

I Lerib ogran seriamasyasakal; dan

m,  teriih lainoys sepanjang, telah i letapkan dalam perda

masing-masing.
2. Uraian Prosedun
Prosedur penertiban  dilaksapakan melalui  ahsp  persiapan,
pelaksanasan, dan pelaporan.
a. Persianan

Tahap pereiapan antava lae:

1) Penctapan wakm, sasaran dan obyck pencrtiban sema
Jurmniah persoral vang akan snelakukan peceriban;

2 Penetapan tempal, Denluk dan melods peperiiturg;

3] Penwiapan rencana operasl peneriban,

4)  Penwiapan administrasi pelaksanaan,

2)  Pemeriksaan kendaraan operasional serta selurub
petdengkispmn sesia kelenluan dan pefunjuk yeng
diberikan pimpnan;

6)  Penviapan perlengkapan pestolongan pertama (P3K| dan
kendaraan pertolongan darura /ambilans);

7). Penvampaian arahan/briefing kepada angeota tentang
maksud dan Gguan penertiban, kemungkinan ancaman
yang diadap! oleh petugas dalau pencetiban, sikap
bertindak tegas namun tidak arogan, tidak melaxckan
pemukulan/kekerasan  (body contacd), menjunjung
tingei HAM, dan memstuhi perintah piinpinan;

#2)  Koordinast dengan perangkal daeeinh dianfatiag insbans
rerkait rermasuk RUYRW dan masyarakat setempat,
gerta aparat Keamanan,

) Survei Japangan dalam rangks pemantauan sitaasi dan
kondig: dan

10) Pemberizhuan kepada masyarakal, Kelompok dan
Lraelians ok yang aken dite:tbkarn.

b. Pelaksanaan
1) Terib tata ruang
al  Melakukan identilikes RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) dan pemantavan lapangan terhadap
pelaksanaan tertib rata ruang atas  potenal
terjadinva pelanggamn Perda danfauas Perkada;
bl Melakukan  komunikasi dan koowrdinas’  secars
teratur dim berkesinambungan dengan
Dinas flnstans. torkalt terhadas pelaksanaan tentib

il roang dan
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) Pelaksanaan penectiban lata ruang oleh pelugas
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Terdb jalan

a!  Melakukan identfikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan lertb jalan atas polens;
terjadinva pelanggaran Pesdi dan fatan Perkada;

by  Melakukan komunikasi dan koordinasl secars
teratur dan Lerkesinambungan dengan
[iuasfInstanst  levkail, terhadap  pelaksanaan
tertiby jalan: dan

)  Pelaksanaan  penertiban jalan oleh  petugas
terhadap pehnggm‘an FPerda dan/atau Perkada.

Tetib angkatan jalan dan anpkutan sungal

a!  Meclalkukan identfikasi dan pemantauan lapangan
lerhadap pelaksanan tesib angkutan jalan dan
anghkutan sangai atas polensi terjadinga
pelanggaran Perds dan/atau Perkada; dan

bl Melakukan komunikasi dan keordinas: sccars
leralur damn berkesinambungan dengan
Dinas/ Instans: terkail, terhadap pelaksanan tertib
angkuman jalan dan angketan sunga:.

¢) Pelaksanaan peoneriban  anglkoatan  jala dan
angluman sungai olch petugas terhadap
pelanggaran Perda dan/acau Perkada,

Tertib jalur hija, man dan empat wnuim

a)  Melakukan identfikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelakaanaan wertib jalur hijaw, taman dan
tempat wmn atas potensi terjadinova pelanzgaran
Penla daan (ot Perkiadig;

h)  Melakukan komunikasi dan koordinas secars
teratur dan berkesinambungan dengan
TrinasfMstanst  terkait, terhadap pelaksanasn
tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan

) Pelaksanaan penertiban jalur bijan, Ganan dan
tetnpat wwn olels petugas techadap pelangoarse:
Perda danfatau Perkada.

Tertib sungad, saluran, kolam, pingair pantal

Al Melakukan ideni:fikasi dan oemantauan lapsangan
lerhsediap  pelaksanzan ledih sungai,  salueon,
kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinva
pelangparan Perda danfatau Perkada;

b Malakukan  komunikasi dan koordinas  scoars
teratur dim berkesinambungan dengan
Dinas/Instans:  terkail, lerhadap  pelaksanaarn
tertih ungsd, saluran, koba, ploggie pantal; dan

c) Pelaksannan penert:ban sungai, saluran, kolam,
pinggir pantai oleh petugzas terhadan pelanggaran
Perda danfatan Peskada.

Tertib linglkangan

al  Melakukan identfikasi dan semantauan lapangan
terhadap pelsksansan  erib lingkungan  alas
potensi legadinya pelanggaan Perda dan/atau

Ferzada;
bl Melskukar Kowuikasi dan koordings.  sccars
furstue dian berkesimambungsn dengsan
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DinasfInstans:  terkait, terhadap  pelaksanaan
tertih lingkungan; dan

o) Pelaksaonsan peoortban lngkongan olel petugas
terhadap pelanggaran Perda danfatem Perleada.

Tertib tempat usaha dan usahs tertenin

Al Melakukan ident:fikasi dan pemantosn Lapangan
terhadap pelakasanaan tertdd tempar usaha dao
usahia wrtentu atas potensi tegadinya pelanggaran
Perda danfatau Perkada;

h)  Melzkukan komunikssi don koordinas: secars
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinasflnztans.  terkait, tethadep pelaksancan
tertih tempat usaha dan ugabia tortentu: dan

c)  Pelaksansan pencrtinan rempat usaha dan nusshs
lerientu oleh pelugas lerhadap pelanggaran Perda
canfatan Perkada,

Tertib basganan

g8 Melakukan identifikasi dan nemantauan lapangan
lerhadsp  pelaksanaan  lettib - bangunan  alas
potensi lerjadinys pelanggran Perda dan/atas
Ferizada;

bl Melakukan komunikasi dan koordinas. sccara
teratur dan berkesinambuangan dengan
Dinas/ matans: terkint lerhadan pelaksanaan tertib
bangunarn; dan

¢)  Pelaksansan penertiban Dangunsn cich petugas
terhadap pelanggaran Perda danfatau Perkada.

Tertib sosial

# Melaknkan wdenbfikasi dan pemantausn bpaogan
tertiadap pelaksanann lerlib sosial alas potens:
terjadinva pelanggaran Perda dan/atan Perkada,

bl Melakukan komunikasi dan koordinas® sccara
teratur dan berkesinambuangan dergan
DanasfInstans: terkail terhadan pelaksanaan tertib
=osal: dan

¢)  Pelaksansan pencrtiban  soalal oleh  petugas
terhadap pelangsaran Perda dan/aten Perkada.

Tertih kesebalan

Al Melskukan identhikasi dan pemanban Lapangsn
terhadap pelaksanaan tertid  Xesehatan atas
potensi terjadinva pelanggaran Penda dan/atau

Perkada;
by Melakukan komunikasi dan koordimas:  secara
Teralur dan berkesinambungan dengan

Driveas /s tans tockait tlevhadap polaksansan witih
keschatan; dan

c) Pelasansan pencrthan keschatan oleh petugas
terhadiap pelanggpran Perda dan fatan Perkarda.

Tertib tempat hiburan dan keramaian

a!  Melakukan identfikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib tempa: hiburan dan
kemmaian atas potenst terjadinva pelanggaran
Perda danfatan Perkada;

bl Melskukan Kowunikas) dan koondings. sccars

furstue dian Lerkesinambungan ey
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Dinas/ Instans: terkait terhadap pelaksanaan tertib

tempnt hiburan den keramaiarn; dan

) Pelaksansan  peocrcban tempat hiburan dan
keramaian oleh petugas terhadap pelanaggaran
Perda danfatan Perkada.

12) Terih perin smin masvirakal
al  Melakukan identfikasi dan pemantauan lapangan

terhadap pelaksanpan  rerfib  peran  gerta

masvarakat alas polensi lerjadinya pelanggaran

Penda danfatan Peskada;

by  Melakukan komunikasi dan  koordinas: secars
teratuy dan bBerkesinambungan dengan
Dinas fInstans.  tokalt, tahadsp  pelaksanasan
tertib peran sesta masyvarakat; dan

¢)  Telaksanaan penertban peran serla masyarakal
oleh petugas tertuudap pelanggace: Perda dears fatau
Perkada.

13) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda
INASITIZ-TNASITE,

14) Prosedus  dalan melskugan dentibkasi dao
pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan selurub
pencrriban ddskukan untuk mengetahul kepatuhsn
masyarakat, kelompols, mapnia hadan hulkam terhadap
Sural Pemvalaan yang welhh ditandatangani munipun
Sural Peringatan pertans, Sural Penngatan kedua dan
Surat Peringstan ketiga dengan _angks waktu veng
ditetapkan berdasarkan standar operasional prosedus
pencpakan Perda danfatau Perkada dan dilaxukan
melslus deteksi ding dan cogabs ding, pembissan dan
penyuluban  seda ool Lerdasarkan saodar
operasional progedur masing-masing.

15) Prasedus dalam melakokan komunikasi dan kaordinasi
socar teramas dan berkesinambungan depgan dinas
danfata  inslansi  terkait  terhadap  pelaksanaan
seluruls pesertiban dilskokan scbelum melaksanaka:
penertiban  antas  lain dengan  aparat keamanan
(TN1/Polrl), perangxat daeral dan instansi terkait,
PPNS, serta kecamalan maupun kelirabiom fdes

16) Prosedus  dabam pelaksansan selurch peoertilean
rechadap pelanggaran Perda danfatau Perkada atau
peraturan lain dilakukan melalui langkah-langgah:

Ay Membacakan/ nenyampailkan  Surat Perintahb
Penertiban.

b} Melakukan penulupan / penyegelan.

o) Apebila ada upayse dend messyarcakal, kelompok
maupun  badan hulkuwm yaag melazukan
penolakan/perlawanan terhadan petugas,
chilakenlarn upaye s upaya:

{1] melalkukan negeosiasi dan  memberkan
pemahaman kepada masyarakat, kelompok
maupun badan hukum tersebut,

12] dapat menggunakan mediater (mhak <ebiga)
ying dianggap dapat menjembatan  wpayn
punertiban.

{3 apabils upeys cogosiasi dao modiag)
menzalami  jalan buntu, maka petugas
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melakukan tindakan fupaya paksa penert:ban
(sebagni Jangkah terakhir).
dy Apebila menghedapl masyarakat,  kelompok
maupun  badan  hulmm yang  memberikan
periawanan  fisik dan Undakan  anarkis  maka
langkab langkah yang dilikokan adalaks:

{1} Menahan dir. untuk melaskukan konsolidasi
sambil memparharikan perintah Jebih Janjut

(2] Mengarnankan pihak yang memprovokasi

3] Melakukan  tindakean beln divi untuk
mencegah korhan ke dus beah pihak,

{4] Petumas tetap  bersikap  tegas  untk
tuclakukan poncrtiban.

{5 Apabila  perlawanan . dari masyarakat
menFancan Reselanatan jiwa pelugas seria
berpolensi menimbulkan konflik vang lebib
lnas diadakan konsolidasi secepatnya dan
menunggy perintah plmpinan lebih lanjut.

{6] Romandan  Pasukan  operasi penertiban,
sesial dengin situasi dan kondisi di lpangan
berhak untuk melanjutkan atau
menghentibtan operag: penertiban.,

{7l Meclakukan advokas! dan banman huxm,

18] Mengadakan evaluas: lerhadap kegiatan yang
telah dilakukan dan rencana lindak lebib
lanjut,

¢. Pelaparan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksansan penertiban
selencat. Proses pelapusan distkukan el
pengarsipan pendokamentasian . berkas serta membuaal
laporan hasil kegiatan vang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala dacrab. Terbadap
kejadian yang memerhilan rindakan scgera, laporan dibuat
recard [Rngsung secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandstangant Kepsla Satpol I
disampakan kepada Dirextur Jenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melalu Sistem Informasi Pelaporan (SIFP) Satool
PP.
3. Kelerkaitan
SOP Pererthan terkait dengan SOP Penegalcan Perda Nonyustisial
dan Yustizial, SOPF Penegakan Perkada, SOP Deteksi Dini dan
Cegah Tini, SOP Patroli, dan SOP Pengamanan.,
1. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan kelentuan peraluran perundang undangzn,

J, Penanganan Uniuk Rasa Dan Kerusuaan Massa
1.  Ruang Lingkup:
a.  Unjuk raxa:
Regiatan  yang dilakukan seseorang azau lebih unmnk
mengeluarkan plkiran dengan lisan, tulizan, dan sebagainva
secars detnonsiralil dimuks umum yang berkaitan dengan
Perda, Perkada, kebijokan Pemerintah, dan kekijokan
Linnyn vang terkail dengan Pemerintab.
Unjuk rass dapat berups demonstas., pawal, capal wuo,
ataupoan  dobar bebas. Ungok msa gooeongs telsh

diberitahulkan terlebina dabuwu kepada pihak Kepolisian,
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Selanjuinya dan prhak Kepolisian membestlahukan kepada
Kepala Satpal PP setempalt.
b Kerusulian maesa:

Snatu simas! leacan, msuh dan keleacanan, yang dilaloakan
olely seseorang maupun kelompold massa beruna indakan
anarkd yang membahayvakan keselamestan jiwa, harta dan
benda sepertd tindakan kekerasan, pengrusakan fasilizas
umiem, aset daermh dan rumahb ibadah sesuai dengan
keteniuan peraluran perundang-undangan,

Keadaan vang dikalegorikar kerasuhan massa adalab:

1) Massa perusich dindo telah melakukan tindakan yang
eangar menggangen ketertiban umwm dan
ketenteraman masvarakal zeita melakukan kekerasan
vang membahayakan keaclamatan jiwa, harta dan
benda antara kan:

a) Mernsak Fgihitas amam dan iestalasi senerintah;

bl Melakukan  pembakaran  benda-benda  yang
mengakibatkan tergangsgunys arus lalu lintas; dan

) Melakukan kekerasan erhadap orang/masyarakal
lain.

2]  Maassa perusuh menuajukkan sikap dan tindalkan vang
melawan periataly petugas/aparat pengamanan antara

lain;

2y Melewats garis baias vang lelah diberikan petugis;
damn

bl Melakukan tindskan kekerasan/anarkis kepsads
petgas pengarmanan.

Liraian Prosedus

Prosecdur  penaoganan unjuk s dan keresoaoan s

dilaksanagan  melahn tahap  persiapan,  pelaksioaan,  dan

pelaporan.

a,  Porsianam
Tahap persinpan antara lain dilalkni<an melalai langksh-
langkah:

1) Penctspan wakta, sasaan dae obyek yang skao
dilaxukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan
massa serta jumlah personil yang aksan melakukan
penanganan:

2] Penetapssn tempat, bentak dan smwetode peoangaasan
unjuk raga dan kerusuhan masea;

d)  Penwiapan administrasi pelaksanaan;

4 Pemeriksaan  kendaman  operasionsl  serta sclnroh

perengkapan sesuar kKelentuan daon petunjuk yang

diberikan pirnpinan;

3] Penymupaian arshanf brlefing kopads angeota tenlang
maksud dan tujuan penanganan uniuk rasa dan
kerusuban massa termasuk kemungkinan sncrran
yang tihadapi nlebh pelagns,

) Melakukan koordinasi dengan  perangkar daerab
dan fataw instansi terkait dan aparat xeamanan; dan

7)) Melakuksn identifikasi dan pemantanan lapangan,

b. Pelaksanaan
1)  Tahap pelalkisanann peramganan unjulk msa dilakukan

wedalul mopgkah-lanpksl

= Menyispkan persondd Pol PP osesca dongan masio

jwmnlah massa vang melakakan unjuk rasa;

-
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L) Melakukan apel persiapan pelaksanaang

) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk
rasa;

d)  Mengantisipasi  potensi tindakan  anarki oleh
pengunjuk rasa;

e)  Satpol PP bersama perangkal daerab dan faio
instansi  terkait membanta  apamat  keamanao
memiaahkan  pengunjuk  rasa  dengan  massa
penonton;

Il Satpol PP silatnya membantu apaal kesimanan
dalam penanganan unjus msa dan melakckan
tindakan sesunal hasil koordinael dengan pikhak
keataan,

gl Sclama progsea penanganan unjule resa
berangsung, anggota Saipol PP berada  pada
barvisan  kedua  atan belakang  dan aparsat
keamanan [TNI/Poled);

h) Satpel PP bersauma perangkat daerah dan/satau
inslansi (erkail serla aparal Xeamanan melaxokan
negnsiag denginn cam simpatik, berwibaws dan
tanpa pemaksaan kehendak,

ij  Zatpol PP bersama perangkat dacrab dan/atan
instansi  terkait  serta aparat  keamarcan
menindalklanjuli basil negos:ast ale umguk rasa;

1 Satpel PT bersama perangkal daerab dan/alag
inatansi terkait serta aparat Xxeamanan melakckan
upaya penvesalan aksi unjuk rasa: dan

ki Tidsk melakukan dndakan divar  kendal
panpian bapengan.

2] Tahap elaksanann penanganan kmosuhan masss
difaxukan melalai langkah-langkah:

a!  Melakukan komunikasi dan koordinasi deogan
perang<at dacah danfaran instansi terkait zora
aparat Kearnanan terhadap  pelaksanaan
pridngsean KerusuEn massa;

by Menyiapkan banman perzonil anggota Satool PP
sesuad dengan rasio nunlah massa vang melaxukan
kﬂl’l!ﬂlh;ﬂl TS

) Mengsenkan asel dacralg

d)  Satpol PP sifatnva membanty apasar keamanan
dalam’ penanganan keruschan massa  dan
melaknkan findakan berdasarkan has’ kaordinasi
dengim pihak keamaman;

#)  Selama  proses penanganan  kerusuhan  massa
buerngsung, anggota Satpol PP boesda peds
barisan kedus atau belakkang dan  apamt
keameanan |TNL/ Polrd); dan

Il Tudak  melakokan  andakan diloar kendals
pimpinan lapangan.

¢. Pelaporan
Tahap  pelaporan didlakukan  sewelah pelaksanasns
penangman unus rasa don kemasuhan masss selesai.
roses pelaporan dilakukan melala
pengarsivan ) pendokumentazian bukas  scrta mcwbuoat
laporsan hasil kegiatan yvang ditandatangant olels Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerab. Terhacap
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kejadian yang memerhikan tindakan segem, aporan dibual
recara langsung secara berjenjang.
Laporan vang tolah ditandstangant Kepsa Sapol PP
disamapaikan “epada Dircxtur Jenderal Bina Administrasi
Kewilavahan melalu Sistern Informasi Melapoeran (S1P) Saoal
PP
3. Keterkaitan
SOP Penanganan Uajuk Rasa dan Kerusuhan Masesa cerkais
denpgsn S0P Deteksi Dini dan Cegsh Diod, S0P Patol, SOP
Pengamanan, dan SOP Pengawalan,
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Segual dengan Ketentuan peraturan pesundang-undangan.

I, FORMAT PEMEENTUKAN MAJELLS KODE ETIK POLIST PAMONG PRAJA

KOP SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALL KOTA..........
NOMOR ........ S ST ARe PoRRY
TENTANG

FEMBENTUKAN MAJELLS KUDE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

...................................

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etk Polisl
Pamang Praja yang dilakukan oleh Sde. ... NIP
............. panzkat ... jabatan e, periu

b dibentuk Magedis Kode ik Polis, Pamong Prgas

bahowss daliom mingks pembenctakan Majelis Kode Erik
PFolisi Pameng Praja sebagaimana dimaksud pada humaf
#, perlu menstapkan  keputasan  gobermur stan
leepumisan bupatifwali kota,..... tentang Pembenhskan
Minelis Kode Eiilk Pebsi Farnong Praca;

Mengingl 1. Undang-Urslang Nomar 5 Tabean 2014 tentang Apsstar
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun [974 Nemor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undavp-Undang Nomor 23 Tabua 2014 tealang
Pemesntahan  Dacrah  [Lembaran  Negara  Republike
Indenesia Tahun 2014 Nomoer 214, Tambahan Lembaran
Negara Repulitk Innlonesin Nomwos 5587) sebapgannana
Ielab hebervapa kali dinhabh temkhic dengan Undang.
Undang Noamos 9 Tanun 2015 tentang Perubahan Kedua
atag Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemesintahan  Daerah  [Lembaran Nepara  Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republk Indoncsia Nowor 5674);

3. Perateean Pocriotals Nomwor 16 Tahue 2018 eatang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lemnbaran
Negaa Republik Tndonesia Nomnor 6205):

4. Peraniran Mentert Dalam Negeri
Nomor.......entang. ... Standar Operasi Prosedur
Satuan Polisi Pronorg Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
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Praja;
MEMUTUSKAN:
Menctapkan
KESATU : Membentuls Majelis Kode Bk Tolisi Pamong Praga dengan
sustman keanggotaan sebagai berkon:
1. Nama 4
NIP $
Pazgxat
Jabetan

Unit Kerja :

KEDUA ¢ Majelie Kede Btik Poligi Pamong Praja scbagalmans dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tagas dan wewenang
sebagal berikul:

Tugas:

3. dst

KETIGA ;o Majehs Kade Euk Polisi Pamong Praja sebagaamana dirmaksud
pada Dikium KESATU bersifal ad koe dan bertugas mulai
tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya  keputusan
gubernmir atau keputizan bupatifwali kota..... tentang
penetapan  sanks. kepada  Polisi Pamonsg  Praja vang
meakukan pelroggain kade elik.

KEEMPAT ¢ Keputusam ant mlai serlakou pesda langgal ditetaploasn.

Ditetapkan di.....cccevviiiennees

INAMA s iivsicisisavdssvicdosssuonsais
[, { [ s A X ST A o K e o X
Tembusan Yih;
g PR AR PRSI L
e B e
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IV, FORMAT PEMBEENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI FAMONG PRAJA

KOP SLRAT

KEPMUTUSAN GURERNUR ATAU KET'UTUSAN BUPATI/WALI KOTA..........
NOMOR s

Menimbany ¢ a0 bahwa bodasarkan dugaan pelangearan kode etk Polisl
Pamong Praja yang dilakukan oleh Sdr. oo NIP
............. pangkal .o Jabalan ., periu

b, dibentok Majelis Kode Fik Polist Pamong, Praja:

bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Kade Erik
Polisi Pameng Praja scbagaimana dimaksud pada hwraf
&, perlu menslapksn  keputusan  gubemmur ataw
kepitusan bupatifwiali kota....... tentang Pembentizkan
Majelis Kode ktik Pelisi Pamong Praa;

Mengingst | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 rentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambaban Lembaran Negpoa
Republik Indomessis Nomoe 3041}

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemwerintahan  Dacrah  [Lembaran Negara Republik
Indenesin Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor S387)
sebapgainena welah diagbal terskbir dengan Persluran
Pemerintah Pengeanti Uadang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Imdonesizn Tahun 2022 Nomor 238, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 6841);

4. Peraturan Pemerintah domor 16 I'ahun 2018 tentang
Satuan Polisi Paznong Prajs (Lembacan Negara Republik
Indonesia Tabun 2018 Nomer 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205):

4, Poralucan Menteet Dralaun Negend
Nomor......entang............8mandar  Operasi Prosedur
Samuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etlk Polisi Pamong
Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU i Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keanggotaan sebagai berigut:

1. Nama -
NIF .
Pang<at
Jabatan
Ul Kerja :
PN L ORI
KEDUA ¢ Majelis Kode Etik Polisi Pamone Praja scbagasimana dimaksud

pada Diktum KESATU mempunyal tugas dan wewenang
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sebagai berikult:
Tugns:

3.dst
Wewenang:

3, ds.

KETIGA : Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksad
pada Diktum KESATU bersifat ad hoc dan bertugas mulai
tanpgal ditetapkan sampai dengan terbitnya Keputusan
pubcrnur atan keputusan bupatfwal kota...... tenlany
penetapan sanks:  kepada  Poliai Pamong  Praja  wvang
melakukan pelangginun kode ¢k,

KEEMPAT ¢ Keputasas it malai berladon pada tanggal dicetapkar.

Ditetapkan di................

Tembnsan Yrh:

Zdhivansensns s
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
FETUGAS TINDAK INTERNAL (PTT]

NOMOR, o ccsasssonairspmnznss

Pada hari ini.......... (EFS, 133.1! .......... bulan.......... rhun...in. , Saya yang
bernamat.,....... NIP... pangkal......... Jabatan.....coeeecnen,
berdasarkan ke\w«nangan sesum keputisan gubernur atan kepumsan
Dupatifwall kota..... entang Pewbentukan Potugas  Tindak  loteroal
(PTD...oovens . Nomor........ Tahun.. i, 20710 Surar Tugas
NOTOOT, veaereaeere gl .- whun .......... Jelah melakukan  pernenksaan
techiadap:

Namasa Lt R TP s 2N
NIP S| ks a Cusaaspamannka s A £Xssbaetban R PR E0 e T AT s BETo TS £
Pangkat O LT O T LT er O e AL L e e e g T O T L
Jabiatan R e A O R A A ety O PV A
Bidang/unit ker)a ....................................................................................
Sebagai...... (Torduga /Sakei Pelapor/ Sakel lain) dalam dugaan pelangraran
Kode FEtik ataz nama ... e Eerdasarkan  laporan  dan/atan

pengaduan masyaralkat atau ol PT.

Yang Dersangkutan dimintakan keterangan berdasarkan pertanysan-
pertacvaan dan memberixan jawaban sebagai berikut:

1. Perbanyasn g S e e e i L SN 7 e e D S et s R e G
Javasibain RS PO R A R D S Ao A G NS P A (B R IS SER =8 A
4. Pertanyaan
Jawahan [ o oa v 5 > BOMHK W RPN S SV I e FRETY ah O R TS D VG0 B 7V BATE T3 BRI AP
3. Dan Sctemisnya, .o i daaseree i V4 ssklhes N3e5300 LA AN PEAPITESEL AL

Demiblan Beota Acara Pomestksaan il dibuat decgsn sesunpgalugys
untuk dapat digunakan sehagaimana mestinya,

Yang diperiksa Permeriksa

Na:na B i 50 Sk S AV 4 S Nama R TRy R LA
NIP LA i NIP C e A ik s e S5
Jabatan Cessramsransssarseasinasas Jabatan Vasseseansanane eoCTTLIToL :
Taoada L = e TRl EANRRIL = o cciicoraacios ive subn donaca
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VI, FORMAT SURAT PEMANGGILAN MAJELIS KODE ETIK PGLISI PAMONG

PRAJA
KOTP SURAT
RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NI oo s esinioniiionanns
1. Bersama ind dizninia dengan bermal kehadiran Saudara;
Nama C ey NSRS YR~ BRN SR RIS H R NS O
NP U S SR VST O RN TS B OO L R = S ke SeL Y LT AR A
Pangkat T I
Jabatar s i D3 N4s e POBameERY s MNP PR NEES (AP AT (S OETSIID O (LA TSI op Gaonpaiawy
1075112172 ( 1 QR SRR AP SRt AT IRk s g g T v S e s

2.

untnk nadic pada persidangan Majelis Kode Etkk Polisl Pamong
Prajaiisseansarae , pada:

dalam rangka penninlaasn kelesungan lerhadap dugaan pelanggaran
kode ctk Polisi Pamong Praja sesual ketentuan Peraturan Menterd
Palam Negeri Nomor ... 13T T RO SO A RO SRR

Dok untck dibakssnakan,

Kema /Sekretaris,
Majclia Kode Ttik Pol PP
Satuan Palisi Pamong

Tembusan Yih:

.................
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VI FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS KODE ETIK POLISI
PAMONG PRAJA

TATA CARA PERSIDANGAN
MAJELIS KODE ETIK POLIS] TAMONG T'RAJA

1. Anggota Majelis Kode Etix mengambil tempat vang telah ditentukan i
mangan sxlang.

2, Kewua Majelis Kede ECk membuka sidang dengan menzucapkan “salam”
dilanjulkian deogan kalimat: “Pada ban i ... tanggal ... bulan
....... tahun ......., sidang Majelis Kode Etik Polis; Pamong Praa
memeriksa dupgaan pelangmaran kKode etik Polisi Pamonp Praja atas
nama ......., Pangkat ....... R ;| TR , Jabatan ..., Bldang/ Unit Kerja
....... dengan reami dibuka dan terbuka untule nmum” diilcat dongan
Eetukan pala 3 (ga) kali.

3. Kehse Majelis Kode Elik memerintahkan Sekeetaris antak memanppa!
Polisi Pamang Praja yang diduga melakukan pelangearan kode etik agar
memasuki ruangan sidang [dalam pelaksanaannva Sexretaris dapat
meminta bantuan kepada petugas yang ditunjuk).

4, Ketna Majelis Kode Efik menanyakan denlitas Polisi Pamong Praga yeng

diduga melakukan pelanggaran kede etik tentang nama lengkap, umur,

sangkat, NI, jabatan dan bidang/unit kesja segnal data yang ada pada
berkas perkara.

Ketua Majehs Kode Bk memermahikan Sekrelans nembacakan

iuntutan lerhadap Terdaga,

6. Ketua Majelis Kode Etik mengatir mekanisme pemeriksasn dalam
adang,

7. Apabila pertanvaan anggota Majelis Kode Etik tdak dijawan oleh Polisi
Pamong Prag vaog didugs melzkoakan pelanggasan cole etix, muks
Ketea Majeis  Kode  Khik  letap menereskan sidang serts
memperingatkan  Polisi Famong Praja vang diduga melakukan
nelanggaran kade el hahwa hal it dapat memgikan divinya sendin,

8, Apabila persidangan perlu diminda, maka Ketaa Majelis Kode Etile

menvatakan *Sidong ditundas dan akan dilanjutkan pada han ...

tangpal .., Lulan ..., {1 FUTY - Aojan i bortemapat di oL &
diikuti dengan ketukan palu | {sar) kall.

Ketua Majelis Kode Etik muelanjutkan persidangan dengan menyatakan:

“Sudang dilangutkan kembali®, diiken dengan kenakan pelie T sala) kali.

10, Apabila prmeriksaen vang dilsksanakan oles Majelis Kode #ik lelah
dianggans cukup, maka Ketua Majelia Kode knk memberikan
xegsemparan kepada Polisi Pamong PFraja vang diduga melakckan
pelanggaran kode etk untulk menysmpaikan pembelaan difl sccarn
hsan/termabs,

11. Putusan sidang Majelis Kode BEak diambil seciarmn musvawarah mufakal
dan beesifal terbetas oot ditandatangan olch Ketua Majelis Kode Btk
beserta seluruh angpota.

12, Bentuk Keputusan Majels Kode Etik sesuad format terlammpir

13, Keputosan Majels Kode Fiik dibacakan dan disampaikan kepada Polisi
Pamong Praja vang diduga melakukan pelanggaran kode etik oleh Ketua
Marelis Kode Etik dalam persidangan,

14, Apabila Ketua Majelis Kode EUk mmengangaap proses pemeriksasn dalam
sidang Majelis Kode Efik telah selesai secumahnya, maca Ketua Majelis
Kode Etik menuiup sidong dengan menyasilan: “Sidong Majehs ving
aeancribsa Tordugs, neens o pangkat I 1 ST ,jabatan ...,
Diddangfunic kesg dengsen rosos ditutop®, ditkotl dengao ketokae
oalu 3 (tiza) kali.

wn

>
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VILL FORMAT KEPUTUSAN MAJELLS KODE E'TIK POLISI PAMONG PRAJA
KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJTELIS KODRE ETIK POLIST PAMONG PRAJA
PROVINS]/ KABUPATEN/KOTA .. o,

NOMOR ......ccooccceivinen
TENTANG
DUGAAN PELANGOARAN KO K1TK FOLESE PAMONG PRALA
ATAS NAMA.........
1. Pada hor ... tanggrl .....bulan....tobun....Mejelis Kaode Etik Polisi
Pammong Frsga lela.h ruelakukan pm-mgau untuk megnesikiss Saudaras
B, g S T AN o s WA R e e R MDA S Bb 0 A o R (b e e e A nm e
NIP R Ar A AN b AT S A TV R OB W S PO, §
Pangksat A L BN e AR R YRR
Joabatatd . T oericectacieamsessain (e o a5 0 AR 4 o 00 nle s8 T dmn e o o o smivan 4 g
UBBDBRERE, o500 hoaies i ndasminnes b s S b s S L ol s Mmoo Vo i o s S s i

e

Padann porsicangan benlasarkan peaer ikmuu 1erhedap aukm-aukm dan

barang buki. yang bersanghkulan terbukt/ dak terbukli (seouthan safalt

safu! melakukan pelinggarnn kode etik berupe .. N [(Sedurhan

Jerla peiangaaran Kode etik secara lenghap) d.au dxlug.u/lu!nk Llulugn

[sedatioan salak saiv) melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil

boemipa.,. ..o Sebaiia: Secora lenghap apabia adi pelanggaran disiplin

pegeeenn negert sipdl sesual peraturan pereadang-unaangan),

3. Berdusurkan basil musyawarab molskat/susss lerbanyak /Kepulusan
Ketun |pilth salak saln boerdasarian kesepaiatan) Majelis Kode Erile,
kepada vang bersangicutan diputuskan wrtuk:

a. terhadap perlznggaman Kode Etik Polisi Pamong Praja, dikenakan
sadost berapa,,, . (sebuthan secara lenghap ienis sanksinyal.

Lo tedpalap dupssen pelaoggaoean disipline pegawai pegeo sl
disarnpatkan kepada pmangksl  dusiah yang  membidang
kepogawaian untuk diproses lanjut

4, Dewiking Keputusan Magelis Koce Btk Polisi Panoog Prapg uoatuk

digunaskan  sebagaimans  mestings sesusi perstuman perundssg-

undangan.

AnRRRota,

Tewbusan Yo
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IX. FORMAT PENETAPAN SANKSE ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

ROP SURAT
KEPMUTUSAN GURERNUR ATAU KET'UTUSAN BUPATI/ WALI KOTA
NOMOR s
TENTANG
PENETAPAN SANKS] ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLISE PAMONG PRAJA ATAS NAMA........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ¥SA

2023, No.800

..........

Menimbang : a, bahwa berdasarkan  keoutusan  gubernur  atan

kepulusan Bupati/wali Kolia......... <
Notnor........ Tahure .. tenting Pembentukan Majelis
b. Kode Etik Pallsi Pamong Praja.....

hehwa Maielis Kode Etix Polisi Pamong Praja telah
medakukan persidangan alss dugnan pelsuggaran kode
vk yang dilskukan oleh Saudara o ] ALY e

c. Jabatan ............. Uit Kerja. .o e aaiaaniinnics

balhwa Majelie Kode Eux I'olisl l'amwong Praja tolah
d. menctankan Kepumisan Nomor,...... Tahun,..centang, ...
behwa  berdasaskan perambangan  sebagaimana
ditnaksied pada hureuf 2, hurul b, dan huru! ¢ perlu
menetapkan  keputnsan  gobernur  atan keputusan
bupartifwali kota....... tentang Penetapan Sanks! Atas
Pelangearan Kode Etik Polisi Pamone Praja Awas

Naanus....;

Mengingat = 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indenesia

Tahun 1974 Nomaor 53, Tambsaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang  Nomwor 23 Tahuao 2014
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara

Leretaang
Republiic

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabhan Lembaran
Negarn Repuhlik Indonesia Nomeor 5587 sebagzimana

te'ah Hrherapa kali dinbab teraxhic dengan

Undang-

Uadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubabhan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik

Indonexia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lambaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

3. Perstuwran Pemcrintale Nomor 16 Tahiun 2018 teatang
Satuan Polisi Pameong Praja (Lombacan Negara Republic
Indonesia Tahun 2018 Nemor 72 Tambghan Lembaran

Negarn Repuhlik Indenesia Nomeor 8205);
4. Peraturan Menteri alam
Nomar, ... L eIang. ... Standar  Operssi

Negeri
Prosedur

Satuan Polisi Pamoeng Pra’a dan Kode E<dk Polisi Parnong

Praja;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan @
KESATU © Menvalakan Saudaca:
Nama r
NIP :
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Pangikat
Jabatan <
Ut Kerjs )
Terbuksi melanggar Kode Efik Polisi Pameng  Praja
berupa........sebagaitnana ditentukan cGalam
Pasal.....Peralusan Merter Dalasrn Negeri
Nomor.... Tahun.... tentang.......

KEDUA ¢ Nama tersebut pada Dikium KESATU dilerlan sankasi
BEIUDA

KETIGA : Pelaksanaan sanksi sebagaimana pada Diklam KEDUA

dilnksanakan selambat-lambatnva 3 [figa) hari setelah
Kepunean i diterima yang dersangxutan.

KEEMPAT o Keputusan lod disawpaikan kepada vang bersangkatan
untus  dilndahkan  dan  dilaksanakan schagasimana

mesiinyat.
KELIMA = Keputusaes e molad berladon pada tanggal dizetapkar.

0, 101F: 1o 3210 | | H——
Pacla tanggal,.ooinneinnneens
Kepala Dacrah
NAMA. i Gt i i estiaiiiin :
NI S b i e i N vass Gasiing

Tembusan Yih:

) RO A ey

27 o b iins e L n
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X. FORMAT PENETAPANX SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KOP SLRAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEFUTUSAN BUPATL/ WALI KOTA..........
NOMOR ...oooviiiainninnns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Cessessessaressnnsndnnattntas cee

Menimbang : a. bshwa besdasarkan keourusan gubernur  atan

kepulusan Bupati/wali 01 S
Notnor........ Tahure .. tenting Pembentukan Majelis
b.  Kode Etik Pallsi Pamong Praja......

hehwa Maielis Kode Etix Polisi Pamong Praja telah
melakukan persidangan alas dugaan pelanggaran kode

vk yang dilskukan oleh Saudars \ | | SRR
¢. Jabatan ........... Uit Kerja. ..o e iaaiaininniis

balhwa Majelie Kode Eux I'olisl l'amwong Praja tolah
. menctankan Kepumisan Nomor,,..... Tahun,..centang, ...

behwa  berdasarkan perambangan  sebagaimana
ditnaksid pada hureuf 2, hurul b, dan huru! ¢ perlu
menetapkan  keputusan  gobernur  atan keputasan
bupartifwali kota....... tentang Penetapan Sanks! Atas
Pelangzaran Kode Etik Polisi Pamong Praja Atas
Nati....;

Mengingt 1. UndangsUndang Nomor 5 Tahun 2014 lenlang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Iadeonesia
Tahun 1974 Nomaor 55, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomwr 23 Tahua 2014 leataong
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambabhan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomar 5587 sebagaimans
te'ah brherapa kali dinkab terakhic dengan Undang-
Uadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubabhan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonexia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

3. Porstwean Pomcrintah Nomor 16 Tehiun 2018 tentang
Satuan Polisi Pameng Praja (Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C18 Nemer 72 Tambghan Lembaran
Negarn Repuhlik Indenesia Nomeor 8205);

4.  Peraturan Menteri Pralam Negeri
Nomar, ... L eIang. ... Standar  Operssi Prosedur
Satuan Polisi Pamoeng Pra’a dan Kode E<dk Polisi Parnong
Praja;
MEMUTUSKAN:
Monctapkan
KESATU ¢ Moenvatakan Saudara:
Namaa .
NipP e
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Fangkal
Jabatan
Unit Kena -
Terbukti  melanggar Kode Etik Polisi Pamong  Praja
berupa........ SeDagaiTrana ditenluigan calam
Pasal.....Pemturan Mentert [SETHT Negeri
Nomor.....Tahun....tentang.......

KEDUA f Nama tersebut pada Diktum KESATU dikerikan sanksi
DETURR. weriiisianies

KETIGA ¢ Pelaksamsan sanksi sebagnimana pada Diktam KEDUA

dilaksanakan selambat-lambatpya 3 {tiga)] har  setelah
Keputusan ing diterima vang bereangiatan.

KEEMPAT o Keputusan o disawmpaizan kepads yvaong bosanpgkatan
untuk diindahkan dan dilaksanakan aschagaimana mestinva,
KELIMA ¢ Keputusan 01 mukai beriaky pada tanggeal ditelaprigan,
Ditetapkan di oo
Pada tanggal ...

a.n Kepala Daerah
Keoala Saruan Polisi Pamong

Prajali s seeesreesces
NAMA oo
B2 i i8S cauaaiives van waibmncspp vaiii A
Tembusan Yeh:
e
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Xi. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKST

KOPF SURAT
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKSE ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLIST PAMONG PRAJA ATAS NAMAL e
Pada hari ini ... Langgil ....... bulan ... tahun ... sy
Nama R TN EC COURICES U ER U IOEIIERNY CLVERPE PRIy STt G TR 5908
NI L S A S e AT s e SN TR T e SPACS AV e wmaad Y e s PO =
BTN EIGLARURAPBYAEL L. .. o sy e A oo Ana B e A AN ST a2 AT rep ARASS SR T Te
Jahatan GO apLCuo s avea s S S R ST L o VK GCO I v
10 C LR 0 - ST OO oy e RO S £ S5 S AL 110 SR IO i
lelabh meliksanakan sanksi beropat....eeeee. sesuan xepulusan
gubernur atan xepurasan buparti/wall kora .. Nomor ... tanggal
v ctentang Penetapan sanks: Atas Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong
Praja Alas Nama....
Pessksaruan sanksi oleh........ teoah dilacukan dengan sebaik-haiknoyn puada
tanggal....bulan.. tahun. _bertempat di............. dengan  disaksikan para
pikak.
Narma R e = T A T I Vet SO PR VA SR P SR L AL e
Nir § BIARTIOS IR TYORY P RPN S I PR PR 93 2 XTI 7R
Pangkat FOOLRUATIE 7%  4xis uomsaid i 2k i55ka 3 aaad s oo van Chsnmass £er 3 s0A bR COAARRASRIA LY &
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Demckian Berita Acara Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Poliai
Pameng Praja ini dibuat untuk diketabui sebagaimana mestinva dan menjadi
Bahian pembinaen dan evaluasi bag yang bersangkoatan.
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